















TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
PEMERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM 
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA 


















TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
PEMERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM 
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA 















Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada 
















TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN 
DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN 
SECARA BERSAMA-SAMA 
 
Disusun dan diajukan oleh: 
 
MUHAMMAD FITRIADY 
NIM  B 111 08 359 
 
Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam 
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum 
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Pada Hari, 













Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS    Haeranah, S.H., M.H. 











Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H 




Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa: 
 
  Nama   : MUHAMMAD FITRIADY 
  Nomor Induk  : B 111 08 359 
  Bagian  : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
 Pidana Pemerasan dengan 
Menggunakan Senjata Tajam yang 
Dilakukan Secara Bersama-sama. 
 (Studi Kasus Putusan No.1686 /Pid.B/ 
2010/PN.Mks) 
 
















Prof. DR. Muhadar, S.H., MS Haeranah , S.H., M.H. 
NIP. 195903171987031002 NIP. 196612121991032002 
 iv 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
 
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa : 
  Nama   : Muhammad Fitriady 
  Nomor Induk  : B 111 08 359 
  Bagian  : Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pemerasan dengan Menggunakan Senjata 
Tajam yang Dilakukan Secara Bersama-sama. 
(Studi Kasus Putusan 1686/Pid.B/ 2010/PN. 
Mks) 
 
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir 
program studi. 
 Makassar, 25 Oktober 2013 
 
 A.n. Dekan 
 Wakil Dekan I,  
 
 
 Prof. Dr. Abrar Saleng,S.H., M.H. 




MUHAMMAD FITRIADY (B 111 08 359), Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pemerasan dengan Menggunakan Senjata Tajam yang Dilakukan Secara 
Bersama-sama.(Studi Kasus Putusan 1686/ Pid.B/ 2010 / PN. Mks) dengan dosen 
pembimbing  Muhadar dan Haeranah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak 
pidana pemerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan secara bersama-
sama dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1686/Pid.B/2010/PN.Mks dan 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana 
pemerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan secara bersama-sama 
dalam  Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1686/Pid.B/2010/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan 
wawancara langsung dengan hakim yang memutuskan perkara tindak pidana pemerasan 
dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan secara bersama-sama serta mengambil 
salinan putusan yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana pemerasan dengan 
menggunakan senjata tajam yang dilakukan secara bersama-sama. Disamping itu, peneliti 
juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam 
skripsi penulis. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) 
Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan dengan menggunakan senjata 
tajam bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 44 KUHP dan 
memenuhi unsur subjektif dari tindak pidana yakni Terdakwa mempunyai kemampuan 
bertanggung jawab dimana terdakwa tidak gila atau sedang menderita penyakit mental, dan 
tidak memiliki sifat kesalahan terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak memiliki 
alasan pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan pada diri terdakwa, sehingga setelah 
memenuhi unsur objektif  (mencocoki rumusan delik, melawan hukum, tidak ada alasan 
pembenar) maka dengan terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana maka terdakwa 
dapat dipidana dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Oleh karenanya 
Terdakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat 
(1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951.(2) Pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan menggunakan 
senjata tajam yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor: 
1686/Pid.B/2010/PN.Mks yakni dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam 
Dakwaan yang disusun dalam bentuk kumulatif yaitu dakwaan pertama ke satu Pasal 368 
ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) UU Drt 
No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951 dimana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti 
ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Hukuman 
yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat, meski jauh dari tujuan pemidanaan yakni 
menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak melakukan kejahatan dan tidak 
menimbulkan efek jerah bagi pelakunya sendiri yang tentunya juga berkaitan pada 
peningkatan angka kriminalitas khususnya tindak pidana pemerasan dengan menggunakan 
senjata tajam. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat yang dilakukan pelaku sangat 
membahayakan orang lain bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain dan tentunya 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara hukum Indonesia sudah berdiri sejak lebih dari enam puluh 
tahun lamanya. Kualifikasi sebagai negara hukum pada tahun 1945 
terbaca dalam penjelasan mengenai “Sistem Pemerintahan Negara” 
dikatakan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum 
(Rechtsstaat )”. Selanjutnya di bawahnya dijelaskan, “Negara Indonesia 
berdasar atas hukum (Rechtsstaat)“. Sekian puluh tahun kemudian 
konsep tersebut lebih dipertegas melalui amandemen ke empat dan 
dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi, yaitu Bab 1 tentang 
“Bentuk dan Kedaulatan”. Dalam Pasal 1 ayat 3 ditulis “Negara Indonesia 
adalah negara hukum”. 
Indonesia sebagai sebuah negara dan juga bagian dari dunia harus 
siap menerima globalisasi yang mengisyaratkan perkembangan teknologi 
dan informasi yang akan mempengaruhi setiap tingkah laku individu-
individu yang ada dalam masyarakat baik dari segi budaya maupun 
pengetahuannya. Seiring dengan perkembangan budaya dan IPTEK, 
perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara juga 
semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila 
ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan 
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sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma 
yang tentunya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan 
merugikan masyarakat. 
Misalnya, melakukan pengancaman dengan kekerasan (afpersing) 
Meskipun ia tahu bahwa melakukan pengancaman adalah suatu 
perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma yang ada 
dalam masyarakat tetapi tetap saja kejahatan ini masih banyak 
ditemukan, apalagi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang 
sangat multi kompleks dan tentunya semakin kompleks kebutuhan 
manusia maka semakin tinggi juga tingkat kriminalitasnya. Karena dalam 
memperoleh kebutuhan yang sifatnya primer terkadang seseorang 
melakukan jalan pintas dengan melakukan perbuatan yang melawan 
hukum seperti kejahatan pengancaman dengan kekerasan. 
Di dalam KUHP sudah di atur tentang sanksi yang diterima, jika 
suatu kejahatan dilakukan. Untuk pengancaman sendiri, sanksi yang 
diancamkan oleh UU cukup berat. Untuk pengancaman (Pasal 368 
KUHP), pidana yang diancamkan maksimal sembilan tahun. Ada pun 
maksud dibuatnya sanksi yang berat yaitu agar masyarakat tidak 
melakukan perbuatan tersebut. 
Pengancaman biasanya dilaksanakan sendiri oleh pelaku atau 
menyuruh orang lain melakukannya atau bisa juga dengan cara mendapat 
bantuan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan 
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jika pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini melakukan 
pengancaman, ada pihak yang ikut terlibat baik itu secara langsung 
maupun tidak langsung, maka pelaku ini disebut sebagai pelaku 
pelaksana (pleger). 
Seorang pembuat peserta (medepleger) tidak mungkin terlibat 
bersama pembuat penyuruh (doenpleger) karena dalam hal pembuat 
penyuruh, orang yang di suruh melakukan perbuatan itu dalam hal ini 
pembunuhan tidak dapat di pidana. Sedangkan pembuat peserta di 
pertanggungjawabkan dan diancaman pidana sama dengan pelaku 
tunggal dan sama pula dengan penyertaan lainnya yang di atur  dalam 
pasal 55 ayat (1) butir (1) KUHP. 
Seorang pelaku lebih sering menyuruh atau membujuk orang lain 
untuk melakukan tindak pidana dengan kekerasan itu, bahkan dalam 
melaksanakan perbuatan itu bisa saja mendapat bantuan dari orang lain. 
Bantuan itu bisa di lakukan sebelum atau pada saat melakukan tindak 
pidana itu dilaksanakan. Seseorang menyuruh membunuh orang lain 
untuk membunuh dengan maksud agar dirinya bisa bebas dari hukuman, 
padahal menurut hukum pidana yang berlaku di negara kita, khususnya 
dalam penjelasan pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa meskipun 
menyuruh orang lain untuk melaksanakan suatu tindak pidana, maka 
orang yang menyuruh melakukan hal tersebut akan menerima hukuman 
yang sama dengan orang yang disuruhnya itu, ia melakukannya secara 
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terpaksa. Begitu juga dalam hal melakukan pembantuan. Orang yang 
melakukan pembantuan dan orang yang dibantu tersebut akan tetap 
menerima hukuman, hanya saja orang yang melakukan pembantuan 
menerima hukuman yang lebih ringan dari orang yang dibantu tersebut. 
Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 57 KUHP. 
Dengan melihat perkembangan yang terjadi saat ini, baik itu 
melalui media cetak maupun melalui media elektronik, kasus 
pengancaman dengan kekerasan yang terjadi di negara Indonesia, 
khususnya di kota Makassar semakin meningkat. Tentunya hal ini sangat 
meresahkan masyarakat, walaupun aparat penegak hukum sudah 
berusaha se-maksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kejahatan ini 
tetapi tetap saja kejahatan ini masih banyak terjadi khususnya dikota-kota 
besar seperti Makassar. 
Diberikannya sanksi yang cukup berat ternyata tidak begitu 
diindahkan oleh para pelaku, walaupun sebenarnya tujuan dari adanya 
sebuah sanksi selain membuat efek jera agar pelaku tidak mengulangi 
perbuatannya lagi juga agar terjadi ketertiban dalam masyarakat, itu tetap 
saja masih banyak pelaku-pelaku terhadap jenis kejahatan ini malah ada 
pelaku yang sudah menjalani hukuman dan setelah bebas tetap saja 
mengulangi kejahatannya. Tentunya ini bukan tanpa alasan, bisa saja 
dikarenakan putusan hakim yang terlalu ringan terhadap pelaku sehingga 
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pelaku tidak segan-segan untuk mengulangi kejahatan yang sama 
(residivis) atau karena faktor lain seperti faktor ekonomi pelaku yang 
dibawah rata-rata dan juga faktor pendidikan yang rendah. Untuk itulah, 
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis menjadikannya 
sebagai objek kajian di dalam membuat skripsi ini, dengan alasan bahwa 
kasus pengancaman di kota Makassar, dalam hal ini pertimbangan hukum 
hakim dalam kasus pengancaman khususnya dengan menggunakan 
senjata tajam, ternyata belum dirasa memenuhi tujuan dari pemidanaan. 
Masalah-masalah inilah yang menurut penulis sangat menarik untuk 
dibahas. penulis juga ingin mengetahui penerapan hukum bagi pelaku 
pembantuan dalam tindak pidana pengancaman dan tanpa hak 
menguasai senjata tajam. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis 
judul skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 









B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, maka dapat 
dikemukakan rumusan masalah antara lain : 
1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 
pemerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan 
secara bersama-sama dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar 
No. 1686/Pid.B/2010/PN.Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan 
menggunakan senjata tajam yang dilakukan secara bersama-sama 
dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
1686/Pid.B/2010/PN.Mks? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah 
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 
pemerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan 
secara bersama-sama dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar 
No. 1686/Pid.B/2010/PN.Mks 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan 
dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan secara bersama-
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sama dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
1686/Pid.B/2010/PN.Mks 
Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain : 
1. Secara Akademis/Teoritis 
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran 
dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah 
yang menyangkut tindak pidana pemerasan dengan menggunakan 
senjata tajam yang dilakukan secara bersama-sama di Kota Makassar. 
2. Secara Praktis 
Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegak hukum 
di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak 
pidana pemerasan dengan menggunakan senjata tajam yang 














A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana 
A.1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, 
perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata “delik” 
berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut 
delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda 
disebut delict kadang-kadang juga memakai istilah strafbaar feit. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Leden Marpaung 2008 : 7), arti delik 
diberi batasan sebagai berikut: 
Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang; Tindak Pidana.  
Menurut Pompe (Lamintang 2011 : 182), perkataan stafbaar feit itu 
secara teoritis dapat dirumuskan sebagai : 
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum atau sebagai de normovertreding 
(verstoring der rechtsorde), waaran overtreder schuld heft en 
waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts 
orde en de behartiging van het algemeen welzjin. 
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Sedangkan Van Hamel (Zainal Abidin 2007 : 225) menguraikan 
tindak pidana (straafbaar felt) itu sebagai : 
Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan 
hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat 
dicela karena kesalahan (en aan schuld te witjen). 
 
E. Utrecht (Leden Marpaung 2008 : 7) memakai istilah “peristiwa 
pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum 
pidana. Namun Moeljatno (Andi Hamzah 1994 : 86) menolak istilah 
peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang 
konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, 
misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, 
tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. 
Moeljatno (Leden Marpaung 2008 : 7) sendiri memakai istilah 
“perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak“ lebih 
sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak 
menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya 
menyatakan keadaan yang konkret. 
Zainal Abidin (Andi Hamzah 1994 : 87) mengusulkan pemakaian 
istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh 
Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambung 
yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis 
antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan istilah 
Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai 
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di Jerman, yaitu “Tat” (perbuatan) atau “handlung” dan tidak dengan 
maksud untuk menerjemahkan kata “feit” dalam bahasa Belanda itu. 
Tetapi Zainal Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai 
istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu 
delik. Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga 
istilah “delik” disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh di 
samping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitu 
pula Oemar Seno Adji, di samping memakai istilah “delik” juga memakai 
istilah “delik”. 
Di Negeri Belanda dipakai istilah feit dengan alasan bahwa istilah 
itu tidak meliputi hanya perbuatan (handelen), tetapi juga pengabaian 
(nelaten). Pemakaian istilah feit  pun di sana oleh Van Der Hoeven, 
karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan feit itu. 
Senada dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah strafwaardig feit 
(strafwaardig artinya patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-
Suringa mengatakan istilah delict kurang dipersengketakan, hanya 
karena istilah “strafbaar feit” itu telah bisa dipakai.  
Vos ( Andi Hamzah 1994 : 88)  merumuskan delik itu sebagai  
“Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-
undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada 
umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.” 
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Simons ( Leden Marpaung 2008 : 8) memberikan defenisi lebih 
lanjut mengenai delik dalamn arti strafbaar feit sebagai berikut: 
Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang 
yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang 
dapat dihukum. 
 
Van Hattum ,( Lamintang 2011 : 185) mengatakan: 
Oleh karena dengan perkataan “ stafbaar feit” itu seolah-olah “ 
orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan, maka biasanya pada 
waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur- unsurnya 
, orang terpaku pada unsur- unsur delik seperti yang dirumuskan di 
dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain 
syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun 
juga disebut  “bijikomende voorwaarden voor de strafbaarheid”, 
termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari 
pelakunya itu sendiri. 
 
Menurut Van Hattum, semua syarat yang harus terpenuhi sebagai 
syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai 
unsur-unsur delik. 
Syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah : 
a. Dipenuhi semua unsur delik seperti yang terdapat di dalam 
rumusan delik; 
b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya; 
c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, 
dan  




A.2. Unsur- unsur Tindak Pidana 
Perbuatan dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur, 
(Lamintang, 1984 : 184) sebagai berikut: 
1. Harus ada perbuatan manusia; 
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan 
pasal dari undang-undang yang bersangkutan; 
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); 
4. Dapat dipertanggungjawabkan 
 
Sedangkan menurut Moeljatno (Djoko Prakoso, 1988:104) 
menyatakan bahwa: 
1. Kelakuan dan akibat 
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
4. Unsur melawan hukum yang objektif 
5. Unsur melawan hukum yang subjektif 
 
Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung 
2008:10) mengemukakan bahwa : 
Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif 
adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: 
1. suatu tindakan; 
2. suatu akibat dan; 




Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbutan yang dapat 
berupa : 
1. Kemampuan(toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld). 
 
Sedangkan (Tongat, 2002:3-5) menguraikan bahwa unsur-unsur 
delik terdiri atas dua macam yaitu: 
1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) yang 
dapat berupa : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak 
berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-
undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain 
perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 
263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 
KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan 
sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang adalah perbuatan mengambil. 
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh 
unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat 
yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan 
syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. 
Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif 
yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-
undang adalah akibat yang berupa matinya orang. 
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa 
suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang 
adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 
160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan 
Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa 
"keadaan" adalah di tempat umum. 
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2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (dader) 
yang berupa: 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap 
perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab). 
b. Kesalahan (schuld) 
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila 
dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu : 
1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia 
dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga 
mengerti akan nilai perbuatannya itu. 
2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia 
dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia 
lakukan. 
3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang. 
 
Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (schuld) dalam hukum 
pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu : 
1. Dolus atau opzet atau kesengajaan 
 
  Rusli Effendy (1989:80), menuliskan dolus atau sengaja menurut 
Memorie van Toelicting (MvT) berarti menghendaki mengetahui 
(willens en wettens) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa 
yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya. 
Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu : 
a) Sengaja sebagai niat : dalam arti ini akibat delik adalah motif 
utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak 
ada maka perbuatan tidak akan dilakukan. 
b) Sengaja kesadaran akan kepastian : dalam hal ini ada kesadaran 
bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat 
tertentu dari perbuatan itu. 
c) Sengaja insyaf akan kemungkinan : dalam hal ini dengan 
melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat 
terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu. 
 
2. Culpa atau kealpaan atau ketidaksengajaan 
 
Menurut Memorie van Toelicting atas risalah penjelasan undang 
undang culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Culpa itu baru 
ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau 
kurang mengambil tindakan pencegahan. Yurisprudensi 
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menginterpretasikan culpa sebagai kurang mengambil tindakan 
pencegahan atau kurang hati-hati. 
Lebih lanjut (Rusli Effendy ,1989:26) menerangkan bahwa 
kealpaan (culpa) dibedakan atas : 
1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini, si 
pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu 
akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul 
juga akibat tersebut. 
2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si 
pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu 
akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, 
sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu 
akibat. 
 
Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 
2008:13) mengemukakan bahwa : 
Yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan 
diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan 
dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta 
harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari 
perbuatan itu. 
 
Sedangkan menurut D. Simons (Leden Marpaung, 2008 : 25) 
mengemukakan bahwa kealpaan adalah : 
Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-
hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga 
akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan 
dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang 
berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin 
akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan 
terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu 
meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat 
diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu 
syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu 
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. 
Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat 
diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. 
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Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan 
itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat 
kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu 
tidak ada. 
 
B. Pidana dan Pemidanaan 
Sanksi pidana merupakan reaksi dari akibat dan konsekuensi 
pelanggaran dari suatu perbuatan melawan hukum. Sanksi pada 
umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma 
yang berlaku. Sanksi juga berfungsi sebagai alat penderitaan agar 
menimbulkan efek jera bagi si pelaku. 
Kalangan   hukum   lazimnya   beranggapan   bahwa   hukuman 
merupakan   penderitaan,   sedangkan   imbalan   merupakan   suatu 
kenikmatan sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta merta akan 
mengikutinya  
Para pakar   memberikan   pandangan   berbeda-beda   dalam - 
suatu definisi tentang sanksi. Pengertian sanksi oleh para antara lain 
sebagai berikut (Hambali, 2005:23): 
a. Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi 
terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-
undang,  dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan 
terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. 
b. Poernomo, sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman 
pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang 
telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai 
akibat hukum atas pelanggaran norma. 
c. Utrecht, sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan 
atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau 
organisasi sosial. 
 17 
d. Arrasyid, sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat 
dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang 
datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol 
dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya. 
e. Sudikno, pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan 
keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh 
pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. 
f. Kanter dan Sianturi, sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa 
agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. 
g. Hambali Thalib, sanksi hukum dalam arti sanksi negatif yang 
unsur-unsurnya dapat dirumuskan sebagai reaksi terhadap akibat 
atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan 
kaidah sosial, baik kaidah hukum maupun kaidah sosial 
nonhukum, dan merupakan kekuasaan untuk memaksakan 
ditaatinya kaidah sosial tertentu. 
 
Lebih lanjut (Kanter dan Sianturi,1982:30), tugas sanksi adalah 
merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma 
iLikum ditaati oleh setiap orang, dan juga merupakan akibat hukum bagi 
seseorang yang melanggar norma hukum. Dari definisi beberapa pakar 
hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pidana mengandung unsur atau 
ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan 
atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.  
b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan atau oleh yang berwenang. 
c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan delik 
menurut undang-undang. 
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Pengertian serta unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana 
telah sebelumnya dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan sanksi 
dalam hukum pidana (sanksi pidana) adalah reaksi yang diberikan 
dengan sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan (berwenang) 
berupa pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan   kepada   seseorang   yang   telah   melakukan 
pelanggaran kaidah hukum atau delik menurut undang-undang. 
B.1. Tujuan Pemidanaan. 
Dalam memberikan efek jera kepada seorang pelaku kejahatan 
sebagai konsekuensi dari perbuatannya maka hukum pidana dapat 
dikatakan sebagai jalan terakhir yaitu apabila upaya hukum lain selain 
hukum  pidana  dianggap  tidak mampu  dalam  memberikan  atau 
menyelenggarakan tata tertib dalam pergaulan masyarakat. 
(Waluyadi,2003:30) berpendapat: 
"hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai crimum meridium, 
yaitu ebagai upaya antisipatif preventif agar manusia mengetahui 
akibat yang ditimbulkan apabila ia memperkosa atau melanggar 
hak-hak orang lain (baik nyawa atau harta) dengan jalan 
memperkenalkan hukum pidana sedini mungkin”. 
 
Secara khusus tujuan hukum pidana adalah sebagai upaya 
pencegahan untuk tidak dilakukannya delik atau mencegah kejahatan, 
dengan jalan melindungi segenap kepentingan dari pada subyek hukum 
dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan tersebut 
diwujudkan melalui pemberian sanksi dengan oenderitaan, nestapa atau 
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segala sesuatu yang tidak mengenakkan secara tegas kepada pihak-
pihak yang telah terbukti melanggar hukum. 
Tujuan dasar dari adanya pidana bagi seseorang yang telah 
melanggar norma-norma hukum pidana adalah dengan pertimbangan 
untuk membalas si pelaku delik. 
Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang 
membenarkan adanya penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya teori 
absolut dan teori relatif (Leden Marpaung, 2008:4). 
1. Teori absolut. 
Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan 
terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang 
mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota 
masyarakat. 
2. Teori relatif. 
Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut: 
a. Menjerakan 
Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana 
menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (speciale 
preventie) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika 
melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka 
akan mengalami hukuman yang serupa (generate preventive). 
 
b. Memperbaiki pribadi terpidana 
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama 
menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak 
akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat 
sebagai orang yang baik dan berguna. 
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c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. 
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan 
membuat   terpidana   tidak   berdaya   dilakukan   dengan 
menjatuhkan hukuman seumur hidup. 
Jadi tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah 
untuk melindungi dan juga memelihara ketertiban hukum guna 
mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu 
kesatuan. 
Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau 
penderitaan terpidana, tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai 
suatu kesatuan yang utuh (Leden Marpaung 2008:5). 
B.2. Jenis-Jenis Pidana. 
Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sesuai 
Pasal 10, sanksi pidana terdiri dari: 
a. Pidana pokok, antara lain: 
- Pidana mati 
- Pidana penjara 
- Pidana kurungan. 
- Denda. 
b. Pidana tambahan, antara lain : 
- pencabutan beberapa hak tertentu 
- perampasan beberapa barang tertentu 





B.2.1. Pidana Pokok. 
1. Pidana Mati. 
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 
pidana mati termasuk urutan pertama jenis dari pidana 
pokok yang dalam prakteknya undang-undang masih 
memberikan alternatif dengan hukuman seumur hidup atau 
penjara selama-lamanya dua puluh tahun (lihat Pasal 340 
KUHP). 
Menurut (Waluyadi,2003:179), di dalam Pasal 2 
sampai Pasal 16 Undang-Undang No.2 Pnps Tahun 1964, 
secara garis besar memuat tata cara tentang pelaksanaan 
hukuman mati. Di antara ketentuan yang terpenting 
adalah: 
1) Dalam waktu tiga puluh hari, sebelum pelaksanaan 
hukuman mati, wajib diberitahukan kepada terdakwa 
tentang pelaksanaannya hukuman mati tersebut, oleh 
pihak yang diberi kewenangan untuk itu (Jaksa Tinggi 
atau Jaksa). 
2) Bagi terdakwa yang kebetulan wanita, dalam keadaan 
hamil, maka pelaksanaan hukuman mati harus ditunda 
sampai lahirnya bayi yang dikandungnya. 
3) Tempat dilaksanakannya hukuman mati ditentukan 
oleh Menteri Kehakiman, yang biasanya akan 
ditentukan menurut wilayah hukum Pengadilan Negeri 
dimana terdakwa tersebut dijatuhi pidana mati oleh 
hakim. 
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4) Pelaksanaan hukuman mati, dilaksanakan oleh regu 
tembak yang dipimpin oleh Polisi yang perwira. 
5) Kepala Polisi di wilayah hukum yang bersangkutan 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukuman 
mati, setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi atau 
Jaksa. 
6) Pelaksanaan hukuman mati tidak diperbolehkan di 
depan umum. 
7) Setelah selesai pelaksanaan hukuman mati (ditembak) 
maka jenazah diserahkan kepada keluarganya. 
8) Sebelum pelaksanaan hukuman mati (sebelum 
ditembak) dalam waktu tiga hari (tiga kali dua puluh 
empat jam) pihak yang berwenang (Jaksa Tinggi atau 
Jaksa) harus memberitahukan kepada terdakwa untuk 
menyampaikan kata-kata atau pesan terakhir kepada 
seseorang yang dianggap penting dan perlu oleh 
terdakwa. 
9) Setelah pelaksanaan hukuman mati, maka Jaksa atau 
Jaksa Tinggi tersebut harus membuat berita acara 
tentang pelaksanaan hukuman mati tersebut yang 
kemudian diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan yang kemudian harus dicantumkan 
dalam surat keputusan. 
10) Kepala Polisi di daerah yang bersangkutan atau yang 
ditunjuk (perwira polisi) harus menghadiri pelaksanaan 
hukuman mati, sementara bagi penasihat hukumnya 
dapat menghadiri pelaksanaan hukuman mati tersebut 




Berdasarkan Pasal 67, Pasal 244, dan Pasal 263 
KUHAP, terhadap putusan (hukuman) mati dapat 
dimintakan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. 
Di samping upaya hukum tersebut berdasarkan Undang-
Undang No.3 Tahun 1950 tentang grasi, terhadap pidana 




2. Pidana Penjara. 
Pada prinsipnya hukuman penjara ini, baik untuk 
seumur hidup maupun penjara untuk sementara waktu, 
merupakan alternatif dari pidana mati. (Lamintang 
,1988:69) mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan 
hukuman penjara adalah : 
"suatu pidana berupa pembatasan kebebasan 
bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan 
dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah 
Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan 
orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib 
yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib 
bagi mereka yang telah melanggar peraturan 
tersebut". 
 
Perihal mengenai hukuman penjara telah diatur 
dalam Pasal 12 KUHP, yang mengatur: 
a. Pidana penjara seumur hidup atau sementara 
b. Lamanya pidana penjara sementara itu sekurang-
kurangnya satu hah dan selama-lamanya lima belas 
tahun berturut-turut 
c. Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-
lamanya dua puluh tahun berturut-turut dalam hal 
kejahatan dengan pidana yang menurut pilihan hakim 
sendiri boleh dipidana dengan pidana mati, atau 
pidana penjara seumur hidup dan penjara sementara 
dan dalam hal masa lima belas tahun itu dilampaui, 
sebab pidana ditambah, karena ada gabungan 
kejahatan atau karena berulang melakukan kejahatan 
atau karena ketentuan Pasal 52. 
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d. Lamanya pidana itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 
dua puluh tahun. 
 
Jika berpedoman pada Pasal 12 KUHP tersebut, 
maka seseorang dapat dipidana sehubungan dengan 
kejahatan yang telah dilakukannya berkisar antara satu 
hari sampai dengan dua puluh tahun. Satu hari menurut 
hukum adalah serentetan waktu selama 24 (dua puluh 
empat) jam dan satu bulan berarti 30 (tiga puluh) hari 
(Pasal 97 KUHP).  
3. Pidana Kurungan 
Perihal mengenai hukuman kurungan ini telah diatur 
dalam Pasal 18 KUHP, yang mengatur: 
a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu 
hari dan selama-lamanya satu tahun. 
b. Pidana itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu 
tahun empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu 
tahun, sebab ditambah karena ada gabungan 
kejahatan, karena berulang melakukan kejahatan 
atau karena ketentuan Pasal 52. 
c. Pidana kurungan tidak boleh lebih lama dari satu 
tahun empat bulan. 
 
 
Hukuman kurungan ialah hukuman yang dijatuhkan 
di dalam penjara, sama halnya dengan hukuman penjara. 
Namun terdapat beberapa perbedaan yang 
membedakannya dengan hukuman penjara, antara lain : 
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1. Hukuman penjara dapat dijalankan di dalam penjara 
mana saja, sedangkan hukuman kurungan dijalankan 
di daerah di mana terhukum bertempat tinggal waktu 
hukuman itu dijatuhkan. 
2. Orang yang dipidana hukuman kurungan, 
pekerjaannya lebih ringan daripada orang yang 
dipidana hukuman penjara. 
3. Orang yang dipidana dengan pidana kurungan dapat 
memperbaiki  nasibnya dengan biaya sendiri menurut 
peraturan yang akan ditetapkan dalam perundang-
undangan (Pasai 23 KUHP).  
4. Masa waktu terpendek secara umum bagi hukuman 
kurungan adalah satu hari dan selama-lamanya satu 
tahun, dan dapat ditambah menjadi satu tahun empat 
bulan dalam hal gabungan delik, berulangkali 
melakukan delik, dan bilamana waktu melakukan 
delik tersebut menyertakan bendera Republik 
Indonesia, maka ditambah sepertiganya (Pasal 52 
KUHP).  
4. Pidana Denda. 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) bahwa hukuman denda yang merupakan urutan 
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keempat dari pidana pokok, tidak selalu berdiri sendiri. 
Akan tetapi merupakan alternatif dari pidana penjara, 
pidana kurungan dan juga pelanggaran lalu iintas (untuk 
pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang 
No. 14 Tahun 1992). 
(Waluyadi,2003:202) mengatakan, menurut KUHP 
maupun di dalam undang-undang yang lainnya, dapat 
disimpulkan bahwa hukuman denda mengalami posisi 
sebagai berikut: 
a. Hukuman denda itu merupakan hukuman utama 
dengan tidak memberikan jenis pidana lain untuk 
mengganti pidana denda. 
b. Hukuman denda merupakan hukuman alternatif, 
sementara pidana utamanya adalah pidana 
kurungan. 
c. Pidana denda juga merupakan jenis pidana alternatif 
dari pidana penjara. 
d. Hukuman denda itu merupakan pidana utama, 
sementara oidana kurungan sebagai alternatif. 
e. Denda itu dijatuhkan berbarengan dengan pidana 
penjara. 
f. Pidana denda yang dijatuhkan bersama dengan 
pidana kurungan, sesuai daiam Pasal 406, Pasal 
489, Pasal 529, dan Pasal 532 KUHP. 
g. Mengenai penjatuhan hukuman denda yang terpisah 
dan atau disatukan dengan jenis hukuman yang 
lainnya dapat dilihat dalam Undang-Undang No.1 
Tahun 1971 tentang Delik Korupsi, sebagaimana 




Lebih lanjut (Waluyadi,2003:205), pada prinsipnya 
perihal mengenai pidana denda keberadaannya harus 
mengacu pada hal- hal sebagai berikut: 
a. Besarnya denda itu sekurang-kurangnya dua puluh 
lima sen. 
b. Bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu 
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. 
c. Lamanya pidana kurungan pengganti denda itu 
sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 
enam bulan. 
d. Lamanya itu dalam putusan hakim ditentukan 
sebagai berikut: 
- Jika denda atau setengah rupiahatau kurang,  
gantinya satu hari, 
- Jika lebih dari itu bagi tiap-tiap setengah rupiah 
gantinya tidak iebih dari satu hari, 
e. Pidana kurungan itu dapat dijatuhkan selama-
lamanya delapan bulan dalam hal maksimum denda 
itu ditambah, karena ada gabungan kejahatan, 
karena berulang membuat kejahatan atau karena 
ketentuan Pasal 52 KUHP. 
f. Lamanya pidana kurungan itu sekali-kali tidak lebih 
dari delapan bulan (Pasal 30 KUHP). 
 
B.2.2. Pidana Tambahan. 
1. Pencabutan beberapa hak tertentu. 
Hal-hal yang menyangkut pidana tambahan berupa 
cencabutan beberapa hak tertentu, di dalam KUHP telah 
diatur aalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 
KUHP. 
Pencabutan tentang beberapa hak tertentu yang 
tertuang dalam Pasal 10 KUHP penjatuhannya oleh hakim 
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tidak dapat dijatuhkan secara terpisah (tidak dapat 
dipisahkan) dengan penjatuhan pidana pokok. Artinya, 
apabiia hakim hendak menjatuhkan pidana berupa 
pencabutan beberapa hak tertentu, seorang hakim harus 
menyertakan di dalamnya pencabutan beberapa hak 
tertentu bersama dengan pidana pokok. 
Dari penjelasan di atas terlihat secara garis besar 
bahwa apapun jenis kejahatannya maupun 
pelanggarannya, hakim dapat sekaligus menyertakan 
pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak 
tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat dari 
(Waluyadi,2003:213), dengan mengatakan : 
"Undang-undang ternyata tidak menjelaskan secara 
limitatif tentang kriteria yang dapat dipedomani oleh 
hakim sehingga ia menyertakan pidana tambahan 
berupa pencabutan beberapa hak tertentu. Dalam 
arti, apakah seluruh kejahatan dan pelanggaran yang 
terdapat di dalam KUHP dapat dikenakan pidana 
tambahan tersebut, di samping pidana pokoknya." 
 
 
Lebih lanjut Waluyadi menjelaskan, undang-undang 
hanya menjelaskan dalam Pasal 128 KUHP, bahwa : 
a. Jika pidana karena kejahatan yang diterangkan dalam 
Pasal 104 dapat dijatuhi pidana pencabutan hak-hak 
tersebut pada Pasal 35, ke-1 sampai dengan ke-5; 
b. Pada waktu menjatuhkan pidana salah satu kejahatan 
yang diterangkan dalam Pasal 106-108, Pasal 110-
125, maka dapat dijatuhkan pu!a pidana pencabutan 
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hak-hak tersebut dalam Pasal 35ke-1 sampai dengan 
ke-5; 
c. Pada waktu menjatuhkan pidana sebab kejahatan 
yang diterangkan dalam Pasal 127 maka yang 
bersalah dapat dipecat dari jabatan yang dijalankan 
pada waktu melakukan kejahatan itu, dari hak yang 
tersebut dalam Pasal 35 ke-1 sampai dengan ke-4 
dan dapat puia diperintahkan supaya putusan hakim 
diumumkan 
 
Jika   pembuat   undang-undang   tidak   menjelaskan   
dan menegaskan bahwa hanya kejahatan-kejahatan 
seperti tersebut dalam Pasal 104, Pasal 106-108, dan 
Pasal 110-125 KUHP sementara pasal di luar itu tidak 
ditegaskan untuk tidak dibebani pidana tambahan berupa 
pencabutan beberapa hak tertentu, akan memberikan 
pengertian bahwa jenis pidana tersebut dapat di 
mungkinkan untuk dijatuhkannya. Jika demikian yang 
terjadi, maka akan kembali kepada keyakinan hakim. 
Dalam arti, apakah sesuatu kejahatan itu perlu dijatuhi 
pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak 
tertentu atau tidak sangat tergantung kepada penilaian 
hakim. 
2. Perampasan Beberapa Barang Tertentu. 
Secara sederhana dapat diketahui bahwa 
perampasan barang adaiah pengaiihan kekuasaan atas 
barang untuk kepentingan hukum. Istilah lain dari kata 
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perampasan barang ini dapat kita temukan di dalam 
KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 
yang dikenal dengan penyitaan yaitu serangkaian tindakan 
penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di 
bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan 
pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan, dan peradilan 
(Pasal 1 ke-16 KUHAP). 
Mengacu pada KUHP dan KUHAP akan memberikan 
penafsiran yang berbeda daiam memberikan dua jenis 
fungsi dan maksud dari penyitaan itu. Menurut KUHAP, 
penyitaan akan dilaksanakan oleh penyidik (penyidik Polri 
dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi 
kewenangan untuk itu) guna kepentingan proses peradilan 
(penyidikan, penuntutan, peradilan: sidang pengadilan), 
atau dengan kata lain bahwa maksud dari penyitaan dalam 
KUHAP adalah untuk kepentingan pembuktian. 
Berbeda dengan KUHAP, penyitaan menurut KUHP 
adalah demi untuk kepentingan Negara yang dinyatakan 
dengan keputusan hakim sebagai hukuman tambahan di 
samping hukuman pokok. Ini sesuai dengan yang tertuang 
dalam Pasal 39 KUHP, yang mengatur : 
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1. Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan 
kejahatan atau yang dengan sengaja telah 
dipakainya untuk mengerjakan kejahatan, boleh 
dirampas. 
2. Jika seseorang dipidana karena melakukan 
kejahatan tiada dengan sengaja atau karena 
melakukan pelanggaran, boleh juga dijatuhkan 
pidana rampasan itu dalam hal yang ditentukan 
dalam undang-undang. 
3. Pidana rampasan itu boleh juga dijatuhkan atas orang 
yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, 
tetapi hanyalah tentang barang yang sudah disita.. 
 
Pasal 39 KUHP tersebut merupakan asas umum dari 
penyitaan, yang menerangkan bahwa pada dasarnya 
barang-barang yang dapat disita dan penyitaannya harus 
berbarengan dengan dijatuhi hukuman pokok meliputi: 
- Benda yang diperoleh dari kejahatan; 
- Benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan; 
- Benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan 
karena tidak sengaja dan atau karena melakukan 
pelanggaran melalui undang-undang. 
3. Pengumuman Putusan Hakim. 
Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua 
putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum 
apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum. 
Ketentuan ini, dalam hukum acara pidana sering disebut 
sebagai asas-asas umum pemeriksaan sidang pengadilan. 
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Di samping ketentuan Pasal 195 KUHAP yang 
menegaskan agar semua putusan diucapkan dalam situasi 
sidang yang terbuka jntuk umum, maka dalam permulaan 
sidang pun disyaratkan nendaknya dllaksanakan dengan 
terbuka untuk umum serta menggunakan bahasa 
Indonesia yang dapat dimengerti oleh terdakwa atau saksi, 
sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 153 KUHAP 
yang menentukan bahwa : 
1. Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 
pengadilan bersidang. 
2. a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan disidang 
pengadilan yang dilakukan secara lisan dan dalam 
bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan 
saksi. 
. b. la wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau 
diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa 
atau saksi memberikan jawaban yang tidak bebas. 
3. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang 
dapat menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam 
perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. 
4. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan ayat 3 
menyebabkan batalnya putusan demi hukum. 
5. Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak 
yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak 
diperkenankan menghadiri sidang. 
 
C. Tindak Pidana Pemerasan 
Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHPidana 
sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana pemerasan (affersing) 
dan tindak pidana pengancaman (afdreiging), kedua macam tindak 
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pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang 
bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah 
kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama.  
Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut 
bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu 
“pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 
KUHPidana, oleh karena itu memang dalam KUHPidana sendiri pun juga 
menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana 
yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHPidana  
Dalam ketentuan Pasal 368 KUHPidana tindak pidana pemerasan 
dirumuskan sebagai berikut : 
Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan 
sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang 
lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus 
piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara 
paling lama sembilan tahun. 
Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam 
tindak pidana ini.  
 
 
C.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan 
Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) 
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Unsur objektif yang meliputi unsur-unsur 
- Memaksa 
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Unsur memaksa dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah 
melakukan sesuatu yang berlawanan sesuai dengan kehendaknya 
sendiri. 
- Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang 
Berkaitan dengan unsur itu persoalan yang muncul adalah, kapan 
dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suatu barang 
dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras 
tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diancam tanpa 
melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh 
orang yang mengancam atau belum. Pengancaman dianggap telah 
terjadi, apabila orang yang diancam itu telah menyerahkan 
barang/benda yang dimaksud kepada si pengancam sebagai akibat 
pengancaman terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak 
harus dilakukan sendiri oleh orang yang diancam kepada 
pengancam, penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan 
dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diancam. 
- Supaya memberi hutang  
Berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan 
pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. 
Memberi hutang disini mempunyai pengertian bahwa si pengancam 
memaksa orang yang diancam untuk membuat suatu perikatan atau 
suatu perjanjian. Yang menyebabkan orang yang diancam harus 
membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud memberi 
hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk 
mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diancam tetapi untuk 
membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi 
orang yang diancam untuk membayar sejumlah uang kepada 
pengancam atau orang lain yang dikehendaki. 
- Untuk menghapus hutang 
Unsur “untuk menghapus hutang” dengan menghapusnya piutang 
yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan 
yang sudah ada dari orang yang diancam kepada pengancam atau 
orang tertentu yang dikehendaki pengancam.  
b. Unsur Subjektif yang meliputi unsur-unsur sbb : 
- Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Yang 
dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah 
menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari 
kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-
benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa 





Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (2) 
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHPidana tindak pidana 
pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila : 
- Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila 
pengancaman dilakukan dijalan umum atau diatas kereta api atau 
truk yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 366 
ayat (2) jo 366 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana 
selama dua belas tahun penjara. 
- Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama sesuai dengan ketentuan Pasal 366 ayat (2) jo 
Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dengan ancaman pidana 12 
tahun penjara. 
- Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara 
membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan 
ketentuan Pasal 368  ayat (2) Jo pasal 365 ayat (2) ke-3 
KUHPidana dengan penjara dua belas tahun 
- Jika perbuatan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (2) 
ke-4 KUHPidana ancaman pidananya dua belas tahun penjara. 
- Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang diatur dalam 
ketentuan Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (3) KUHPidana 
dengan ancaman pidana lebih berat yaitu lima belas tahun penjara. 
- Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat 
atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) 
KUHPidana. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (1) 
dan ayat (2) KUHPidana. Berdasarkan Pasal 365 ayat (2) Jo Pasal 
365 ayat (4) KUHPidana tindak pidana yang lebih berat lagi, yaitu 
dengan tindak pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana 







D. Tindak Pidana Penguasaan tanpa Hak Senjata Penikam/ Penusuk 
D.1. Dasar Hukum Tindak Pidana Penguasaan tanpa Hak Senjata 
Penikam/ Penusuk 
Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam/ penusuk diatur 
dalam pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 
serta Undang-Undang yang berkaitan didalamnya 
Dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat No 12 
tahun 1951 menegaskan : 
Pasal 2 
(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, 
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan 
atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, 
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan 
atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, 
senjata penikam, atau senjata penusuk (Slag, steek of stoot 
wapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 
sepuluh tahun” 
(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata 
penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang 
nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian 
atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk 
kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-
nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang 
kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)” 
 
D.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana tanpa Hak Senjata Penikam/ 
Penusuk 
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Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat No 12 
tahun 1951 pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak 
senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, 
senjata penikam, atau senjata penusuk  dapat diuraikan unsur-unsurnya : 
Pasal 2 ayat 1 
- Barang siapa  
- Tanpa hak memasukkan ke Indonesia 
- Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan 
atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 
senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk 
- Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh 
tahun 
Pasal 2 ayat 2 
- Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau 
senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang 
yang nyata-nyata 
- Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk 
pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan 
melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata 
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mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno 
atau barang ajaib 
E. Penyertaan (Delneming) 
E.1. Pengertian Penyertaan 
Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan 
(tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan 
(delneming) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu 
seseorang lain melakukan tindak pidana. 
Menurut Chazawi (2011: 73) mengartikan penyertaan adalah 
sebagai berikut ; 
Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya 
orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan 
melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu 
tindak pidana.  
 
Penyertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam 
pasal-pasal KUHP yaitu Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Adapun rumusan 
penyertaan dalam pasal 55 KUHP : 
1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana 
 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan 
mereka yang turut melakukan perbuatan. 
 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau penyesatan atau 
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dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, 
sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan 
sajalah yang di perhitungkan beserta akibat-akibatnya: 
 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan di 
lakukan. 
 Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan. 
Berdasarkan rumusan pasal 55 dan 56 KUHP tersebut diatas, 
terdapat beberapa perkataan seperti dader, pleger, doen pleger dan lain 
sebagainya, yang mana perkataan-perkataan tersebut merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari penyertaan sehingga perlu dijelaskan satu-
persatu. 
E.1.1. Mereka yang Melakukan (Pleger) 
Perkataan dader berasal dari kata pokok perkataan yaitu 
daad, yang di dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang 
sama dengan perkataan hetdoen atau handeling, yang di dalam 
bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan 
atau sebagai tindakan. 
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Orang yang melakukan suatu daad itu disebut seorang 
dader, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu dalam 
bahasa Indonesia lazim di sebut sebagai seorang pelaku. 
Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, tidaklah lazim 
orang mengatakan bahwa seorang pelaku itu telah membuat 
suatu tindak pidana atau bahwa seorang pembuat itu telah 
membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang sering di 
katakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah 
melakukan suatu tindak pidana. 
Menurut memori penjelasan mengenai pasal pembentukan 
pasal 55 KUHP yang harus di pandang sebagai dader itu bukan 
saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk 
melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka yang telah 
menyuruh melakukan suatu tindak pidana. 
Van Hamel (Lamintang, 2011: 593) juga mengatakan 
bahwa; “seseorang yang di pandang sebagai seorang pelaku itu 
tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, 
akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan.” 
Simons (Lamintang, 2011; 594) telah merumuskan dader 
sebagai berikut: 
  Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan 
tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang 
dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang 
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diisyaratkan oleh UU atau telah melakukan tindakan yang 
terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh UU 
atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi 
suatu unsur delik seperti yang ditentukan oleh UU, baik itu 
merupakan suatu unsur-unsur subjektif, maupun unsur-unsur 
objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan 
tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul 
karena digerakkan pihak ketiga.  
 
 Berdasarkan pengertian dader di atas, baik yang di buat 
oleh Van Hamel maupun yang dibuat oleh Simons, ternyata 
mempunyai suatu tindak pidana, yaitu dengan melihat 
bagaimana caranya tindak pidana tersebut telah dirumuskan 
dalam UU ataupun pada sifat dari tindakan yang oleh UU telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang. 
Menurut Langemeijer (Lamintang, 2011 :295 - 296) : 
Apabila orang mendengar perkataan pelaku, maka menurut 
pengertiannya yang umum di dalam tata bahasa, teringatlah 
orang yang pada mula-mula pada orang yang secara sendirian 
telah memenuhi seluruh rumusan delik adalah sudah jelas  
menurut UU tidak pernah maksud untuk memandang mereka 
yang telah menyuruh melakukan atau mereka yang telah 
menggerakkan orang lain untuk suatu tindak pidana itu sebagai 
pelaku dalam  pengertian seperti yang dimaksud di atas sebab 
apabila mereka juga itu harus di pandang sebagai seorang 
pelaku, maka mereka itu harus pula melaksakan sendiri 
tindakan pelaksanaannya. 
    
Van Hattum (Lamintang, 2011: 597) membuat  rumusan 
mengenai pengertian dader sebagai berikut: “Daderis hij die een 
delichtsomschrijving verwesenhijkt, de delicts in hound vervult of 
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zoals ZEVENBEREEN het uitdrukt = hij die rechtsjeit volledig 
verwezenlijkt “. 
Berdasarkan defenisi di atas yang dimaksud sebagai 
pelaku itu adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, 
atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu 
delik ataupun yang seperti telah di katakan oleh Zevenbergen 
yaitu orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik 
secara lengkap. 
Menurut Hazenwingkel Suringa (Lamintang, 2011: 598) : 
 Yang dimaksud dengan pleger itu adalah setiap orang yang 
dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik 
seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik yang 
bersangkutan itu juga tanpa ada ketentuan pidana yang 
mengatur masalah delneming itu, orang tersebut tetap dapat di 
hukum. 
 
E.1.2. Menyuruh Melakukan (Doen Pleger) 
Di dalam doen pleger itu, terdapat seseorang yang 
menyuruh orang lain melakukan tindak pidana yang biasa di 
sebut sebagai Manus domina (tangan yang menguasai), dan 
seorang lainnya yang di suruh melakukan tindak pidana yang di 
sebagai Manus Ministra (tangan yang dikuasai). 
 Di dalam pengetahuan hukum pidana, orang yang 
menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu 
biasanya disebut sebagai seorang middelilik dader atau seorang 
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mittebaretater yang artinya seoran pelaku tidak lansung oleh 
karena ia memang secara langsung melakukan sendiri tindak 
pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. 
Sedangkan orang lain yang di suruh melakukan suatu tindak 
pidana itu, biasanya di sebut sebagai seorang materieele dader 
atau seorang pelaku material. 
Menurut KUHP yang dikemukakan oleh Chazawi (2011: 
88) yang disebut yang menyuruh melakukan adalah:  
 Dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara 
pribadi melakukan, melainkan dengan perantaraan orang lain 
berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung 
jawab karena keadaan yang tidak di ketahui, di sesatkan atau 
tunduk pada kekerasan.  
   
Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik dari unsur-
unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu: 
1. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain 
sebagai alat di dalam tangannya. 
2. Orang lain itu berbuat 
 Tanpa kesengajaan  
 Tanpa kealpaan  
 Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan:  
a) Yang tidak diketahuinya  
b) Karena disesatkan  
c) Karena tunduk pada kekerasan 
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 Penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih diutamakan 
pada ukuran objektif, yaitu tindak pidana itu dilakukan oleh 
orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang 
mana dia bertanggungjawab. Walaupun sesungguhnya juga 
tetap ada hal-hal yang juga subjektif, yaitu dalam hal tindak 
pidananya pembuat materilnya (orang yang disuruh 
melakukan), karena dia berbuat tanpa kesalahan dan dalam hal 
tidak dipertanggung jawabkan karena keadaan batin orang yang 
dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tahu dan tersesatkan, 
sesuatu yang subjektif, sedangkan alasan karena tunduk pada 
kekerasan adalah bersifat objektif. 
1. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya 
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
tentang pembuat penyuruh, dialah orang yang menguasai orang 
lain sebab orang lain itu adalah sebagai alat. Orang inilah yang 
sesungguhnya mewujudkan tindak pidana. Sedangkan pembuat 
penyuruhnya tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan 
pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana. 
Mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan tindak 
pidana tidak secara pribadi tetapi dengan menggunakan orang lain 
sebagai alat dalam tangannya, mengandung konsekuensi logis, 
yaitu:  
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a. Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh 
perbuatan pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain 
(manus ministra)  
b. Orang lain itu tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang 
pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana. 
c. Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang di pidana 
adalah pembuat penyuruh 
2. Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan  
Perbuatan Manus Ministra pada kenyataannya telah 
mewujudkan tindak pidana, namun tidak ada kesalahan di 
dalamnya, baik karena kesengajaan maupun kealpaan. Contoh, 
karena alasan tanpa kesengajaan, seorang pemilik uang palsu 
(manus domina) menyuruh pembantunya berbelanja di pasar 
dengan menyerahkan sepuluh lembar uang yang di ketahuinya 
palsu. Pembantu tersebut adalah Manus Ministra dalam kejahatan 
mengedarkan uang palsu. Dalam kejahatan ini, terkandung unsur 
kesengajaan, dalam hal ini pembantu itu tidak megetahui tentang 
palsunya uang yang dibelanjakannya. Keadaan tidak diketahuinya 
itu artinya pada dirinya tidak ada unsur kesalahan. 
Contoh alasan tanpa kealpaan, seorang ibu membenci 
seorang pemulung karena seringnya mencuri benda-benda yang 
diletakkan di pekarangan rumahnya. Pada suatu hari ia 
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mengetahui pemulung yang di benci itu sedang mencari benda-
benda bekas di bawah jendela rumahnya. Untuk membuat 
penderitaan bagi pemulung itu, dia menyuruh pembantunya untuk 
menumpahkan air panas dari jendela dan mengenai pemulung 
tersebut. Pada diri pembantu tidak ada kelalaian, apabila telah di 
ketahuinya selama ini bahwa tidaklah mungkin ada dan tidak 
pernah ada orang yang berada di bawah jendela dan perbuatan 
seperti itu telah sering pula dilakukannya 
3. Karena Tersesatkan  
Apa yang dimaksud dengan tersesatkan disini ialah 
kekeliruan atau kesalahpahaman akan sesuatu unsur tindak 
pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain (in casu 
manus domina) dengan cara-cara yang isinya tidak benar atau 
palsu, yang atas kesalahpahaman itu memutuskan kehendak dan 
berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain timbul 
kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat 
penyuruh sendiri. Sehingga apa yang diperbuat oleh orang yang 
tersesatkan oleh karenanya di pertanggungjawabkan pada orang 
yang sengaja menyebabkan keadaan tersesatkan itu. Contohnya, 
ada seorang berkehendak untuk mencuri sebuah koper milik 
seorang penumpang kereta api. Sejak semula di stasiun sebelum 
orang itu naik kereta api sedang berhenti pada suatu stasiun orang 
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jahat tadi menyuruh seorang kulih  angkut menurungkan koper itu 
dan membawanya ke sebuah taksi pada peristiwa ini kulih telah 
melakukan perbuatan mengambil barang milik barang orang lain 
oleh sebab tersesatkan. Di sini telah terjadi pencurian koper, tetapi 
tidak dapat di pertanggungjawabkan pada kuli,  melainkan pada 
orang jahat tersebut sebagai pembuat penyuruh 
4. Karena Kekerasan  
Kekerasan ( Geweld) itu adalah perbuatan dengan 
menggunakan kekuatan fisik yang besar, yang di tujukan pada 
orang, yang mengakibatkan orang itu ( fisiknya ) tidak berdaya. 
Dalam hal bentuk pembuat penyuruh, kekerasan itu datangnya 
dari pembuat penyuruh sendiri yang di tujukan kepada orang lain ( 
Manus Ministra), sehingga yang menerima kekerasan fisik ini tidak 
mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selai apa yang di 
kehendaki oleh pembuat penyuruh. contoh, dua orang hendak 
merampok, perampok marah karena tuan rumah tidak 
memberitahu nomor kode pembuka brangkas. Perampok itu 
secara bersama-sama melemparkan tuan rumah dari jendela 
rumah yang bertingkat dan korban menimpa anak kecil yang 
sedang bermain dibawah. Atas meninggalnya anak ini tidak dapat 
di pertanggungjawabkan pada tuan rumah, tetapi pada dua orang 
yang melemparkannya. Dalam peristiwa ini, tuan rumah adalah 
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murni manus ministra, semata-mata alat dalam kekuasaan dua 
orang yang  hendak merampok tadi dan mereka adalah pembuat 
penyuruh.  
Berdasarkan apa yang telah di uraiakan mengenai tidak 
dapat di pidananya pembuat materi dalam bentuk orang yang 
menyuruh melakukan menurut keterangan yang termuat dalam 
KUHP, maka dari sudut perbuatan, Manus Ministra itu dapat 
dibedakan atas:        
a) Manus Ministra yang berbuat positif  
 Pada sebab tidak disengajanya Manus Ministra atasdasar tanpa 
kesalahan (baik kesengajaan maupun kealpaan), tersesatkan, 
sesuatu sebab dari sikap batinnya sendiri (subjektif). Di sini 
tindak pidana dapat terwujud adalah atas perbuatannya 
sepenuhya.     
b) Manus Ministra yang tidak berbuat apapun 
 Pada sebab tidan di pidananya Manus Ministra, pembuat 
materilnya atas dasar kekerasan, sesuatu yang dapat 
menyebabkan ketidakberdayaan fisik abasolut. Di sisni Manus 
Ministra sebagai alat, laksana tongkat untuk memukul orang.  
VOS ( Chazawi, 2011: 94) menyatakan bahwa tidak di 
pidananya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh melakukan di 
sebabkan karena: 
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1. Orang yang di suruh melakukan (manus ministra) adalah tidak 
mampu bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena 
jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya 
karena penyakit, sebagaiman yang di maksudkan dalam pasal 
44 KUHP. 
2. Pembuat meteriilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yaang 
pada kenyatannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya 
paksa (over macht) sebagaimana yang di maksud dalam pasal 
48 KUHP. 
3. Manus ministra melakukan perbuatan yang pada kenyataannya 
tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yaqng 
tidak sah dengan itikad baik, sebagimana yang di maksud pasal 
51 ayat (2) KUHP. 
4. Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan baik berupa 
kesengajaan maupun kealpaan. 
5. Manus ministra dalam dalam melakukan perbuatan yang tidak 
memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang di 
rumuskan UU. 
 
Utrecht (Chazawi,2011:96) berbeda cara dalam melihat 
sebab mengapa pembuat menyuruh tidak dipidana, yaitu :  
a. Manus ministra itu sebenarnya tidaklah melakukan tindak 
pidana, atau perbuatan apa yang diperbuatnya tidaklah 
dapat dikuaitsir sebagai tindak pidana.  
b. Manus ministra dalam berbuat yang pada kenyataannya 
tindak pidana, oleh sebab beberapa alasan yang 
mengahapus kesalahan pada diri pembuat materillnya. 
 
Berdasarkan dengan rumusan diatas, dapat diberikan 
contoh yaitu seorang juru rawat yang diperintah oleh dokter untuk 
memberikan suatu obat kepada seorang pasiennya, dimana dokter 
tersebut bermaksud untuk membunuh si pasien. Dokter tahu betul 
bahwa obat itu dapat mematikan si pasien, dan karena tinduk pada 
perintah dokter, dia memnerikan obat itu, dan matilah si pasien. 
Dari contoh diatas, apa yang dilakukan oleh juru rawat tidak dapat 
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dikualifsir  sebagai pembunuhan. Unsur kesengajaan yang 
ditujukan pada akibat kematian si pasien tidak ada, padahal unsur 
ini adalah unsur yang tidak dapat dihilangkan dari kejahatan 
tersebut. 
Alasan penghapus kesalahan yang dmaksud ialah alasan 
peniadaan pidana yang berasal dari batin si pembuat. Perbuatan si 
pembuat pada kenyataanya atau wujudnya ialah tindak pidana,  
tetapi tidak terdapat unsur kesalahan pada si pembuat. Contoh, 
seorang agen polisi atas perintah atasannya, meneruskan 
penahanan atas diri seorang tersangka, yang tidak diketahuinya 
bahwa perintah jaksa untuk memperpanjang waktu penahanan 
belum diterima oleh atasannya itu. Dalam kejadian ini, yang 
diperbuat oleh agen polisi ini tidak bersifat melawan hukum, dia 
tidak dapat dipersalahkan atas pelanggaran Pasal 333 ayat (1) 
KUHP.   
E.1.3. Turut Melakukan (Medeplegen) 
 Menurut KUHP (Chazawi,2011:99)  yang dinaksud 
dengan turut serta melakukan adalah : “setiap orang yang 
sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak 
pidana”. 
 Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu 
ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan 
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yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana 
yang bersangkutan, seperti, dua orang A dan B mencuri sebuah 
televisi disebuah, dimana mereka berdua sama-sama masuk 
melalui jendela yang tidak terkunci dan sama-sama pula 
mengangkat televisi, pencurian televisi hanya satu orang, jelas 
perbuatan mereka telah sama-sama memenuhi rumusan tindak 
pidana. 
 Menurut Van Hamel (Lamintang,2011:617) mengatakan 
bahwa :  
Suatu medeplegen itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu 
apabila tindakan tiap-tiap peserta di dalam suatu tindak pidana 
dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu daderschap 
secara sempurna. 
 
 Hoge Raad dalam arrestnya (Chazawi,2011:102) telah 
meletakkan dua kriteria tentang adanya pembuat peserta yaitu : 
“yang pertama antara para peserta ada kerjasama yang 
diinsyafi dan yang kedua yaitu para peserta telah sama-sama 
melakukan tindak pidana yang dimaksudkan”.  
 Sehubungan dengan syarat yang diberikan oleh Hoge 
Raad di atas, maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta 
ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu : 
1. kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk 
mewujudkan tindak pidana. Contoh nyata dalam kasus 
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pembakaran kandang kuda dimana ada kesadaran A untuk 
menaiki tangga dan membakar rumput kering dan B 
memgang tangga dalam rangka maksud yang lain. 
2. kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan 
perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini 
kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan 
kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan 
pada penyelesaian tindak pidana. 
Kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk 
kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara beberapa 
orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk 
mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Di dalam 
keinsyafan kerjasama ini terdapat kehendak yang sama dengan 
pembuat pelaksana untuk terwujudnya tindak pidana. 
Kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang 
rapi dan formal yang di bentuk sebelum pelaksanaan, tetapi 
cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara 
mereka dalam mewujudkan perbuatan yang satunya terhadap 
perbuatan yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan. 
Mengenai mereka bersama-sama telah melaksanakan 
tindak pidana terkandung makna bahwa wujud perbuatan 
masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat 
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pelaksana tidaka perlu sama, yang penting wujud perbuatan 
pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai 
hubungan dengan perbuatan yang dilakukan pembuat 
pelaksana dalam mewujudkan tindak pidana. 
E.1.4. Membujuk atau Menggerakkan Orang Lain (Uitlokker) 
 Van Hamel telah merumuskan Uitlokking itu sebagai 
suatu bentuk Deelneming atau keikutsertaan 
(Lamintang,2011:634) berupa : 
Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan 
suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah 
ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang 
tersebut dengan kemudian telah sengaja melakukan tindak 
pidana yang bersangkutan. 
 
 Rumusan Pasal 55 ayat (2) ke-2 KUHP menyebutkan 
secara lengkap tentang bentuk orang yang sengaja 
menganjurkan sebagai berikut : 
Mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan 
kekerasan, ancaman, atau penyesatan atau dengan memberi 
kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan 
orang lain supaya melakukan perbuatan.  
 
Berdasarkan rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan 
bahwa ada lima syarat bagi seorang pembuat penganjur, yaitu : 
1) Tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus 
ditujukan pada empat hal, antara lain : 
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a. Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran  
Penempatan unsur kesengajaan dalam rumusan 
bentuk pembuat penganjur ditujukan pada perbuatan 
menganjurkan dan pada apa yang dianjurkan yakni 
melakukan perbuatan. Hal ini berdasarkan keterangan di 
dalan KUHP (Chazawi,2011:114) yang menyatakan 
bahwa : 
Apabila unsur kesengajaan dicantumkan dalam rumusan 
suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa 
kesengajaan itu dianjurkan pada semua unsur yang 
diletakkan dibelakang unsur kesengajaan itu. 
 
  Berdasarkan kenyataan tidak mungkin terhadap 
cara-cara misalnya menggunakan kekerasan atau 
dengan memberikan sesuatu dilakukan tidak dengan 
sengaja. Kesengajaan ini telah dengan sendirinya ada 
dan melekat pada unsur-unsur upaya tersebut, 
mengingat cara merumuskan upaya itu dengan 
perkataan aktif, sehingga dengan terbukti adanya upaya, 
maka kesengajaan di dalamnya dianggap telah terbukti 
pula. 
b. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan 
beserta akibatnya kesengajaan ini disamping ditujukan 
pada perbuatan menganjurkan, juga ditujukan pada 
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akibat dari perbuatan itu, yaitu orang lain tergerak hatinya 
untuk melakukan apa yang dianjurkan. 
c. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan 
(apa yang dianjurkan) 
Kesengajaan ini ditujukan pada perbuatan (feit), 
maksudnya adalah kesengajaan itu harus ditujukan agar 
orang lain melakukan tindak pidana. Misalnya, A dengan 
menjanjikan upah lima puluh juta rupiah kepada B untuk 
membunuh X. Perbuatan yang dimaksud tidak lain 
adalah tindak pidana pembunuhan. Kesengajaan ini wajib 
ditujukan pada orang satu-satunya yaitu B untuk 
melakukan pembunuhan, karena bisa juga pada akhirnya 
nanti bukan B yang melaksanakan pembunuhan itu, 
tetaapi orang lain lagi yaitu C. 
d. Ditujukan pada orang lain yang mampu 
bertanggungjawab atau dapat dipidana 
Kesengajaan ini penting untuk membedakan antara 
penganjuran dengan menyuruh melakukan. Sebab 
kesengajaan pada bentuk menyuruh melakukan ditujukan 
pada orang lain yang tidak mampu bertanggungjawab 
untuk melakukan tindak pidana. Misalnya menyuruh 
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orang gila untuk membunuh. Kegilaan orang itu harus 
disadari oleh si pembuat penyuruh. 
2) Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus 
menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang 
ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut. 
3) Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan ( pembuat 
pelaksanaannya) untuk melakukan tindak pidana sesuai 
dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung 
oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si 
pembuat penganjur( adanya psychische causaliteit). 
4) Orang yang dianjurkan ( pembuat pelaksananya) telah 
melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang 
dianjurkan ( boleh pelaksanaannya itu selesai,tindak pidana 
sempurna atau boleh juga terjadi percobaannya). 
5) Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki 
kemampuan bertanggung jawab. 
E.2. Penyertaan Menurut KUHP 
Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. 
Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua 
pembagian besar, yaitu: 
a. Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari: 
1) pelaku (pleger) 
 57 
2) yang menyuruhlakukan (doenpleger) 
3) yang turut serta (medepleger) 
4) penganjur (uitlokker) 
b. Pembantu/Medeplichtige (Pasal 56) yang terdiri dari: 
1) pembantu pada saat kejahatan dilakukan; 
2) pembantu sebelum kejahatan dilakukan. 
1. Pelaku (Pleger)  
Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang 
memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab 
atas kejahatan. 
2. Orang yang menyuruh lakukan (Doenpleger) 
Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan 
perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai 
alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus 
ministra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung (manus 
domina/auctor intellectualis). 
Unsur-unsur pada doenpleger adalah: 
a. alat yang dipakai adalah manusia; 
b. alat yang dipakai berbuat; 
c. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiel) tidak 
dapat dipertanggungjawabkan adalah: 
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a. bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44) 
b. bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48) 
c. bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 
(2)) 
d. bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik 
e. bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk 
kejahatan ybs. 
Jika yang disuruhlakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur 
maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 jo. UU Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 
3. Orang yang turut serta (Medepleger) 
Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut 
berbuat atau turut mengejakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, 
kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.  
Syarat adanya medepleger: 
a. ada kerjasama secara sadar. kerjasama dilakukan secara sengaja 
untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang 
undang-undang. 
b. ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan 




4. Penganjur (Uitlokker) 
Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk 
melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana 
yang ditentukan oleh 2 undang-undang secara limitatif, yaitu memberi 
atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau 
martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi 
kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 (1) angka 2). 
Penganjuran (uitloken) mirip dengan menyuruhlakukan (doenplegen), 
yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Namun 
perbedaannya terletak pada: 
a. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu 
(limitatif) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan 
menyuruhlakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak 
ditentukan.  
b. Pada penganjuran, pembuat materiel dapat 
dipertanggungjawabkan, sedang dalam menyuruhkan pembuat 
materiel tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Syarat penganjuran yang dapat dipidana: 
a. ada kesengajaan menggerakkan orang lain 
b. menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif 
dalam KUHP 
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c. putusan kehendak pembuat materiel ditimbulkan karena upaya-
upaya tersebut. 
d. pembuat materiel melakukan/mencoba melakukan tindak pidana 
yang dianjurkan 
e. pembuat materiel dapat dipertanggungjawabkan 
Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 bis 
KUHP. 
5. Pembantuan (Medeplichtige) 
Sebagaimana disebutkan alam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua 
jenis: 
a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana 
pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan 
medeplegen (turut serta), namun perbedaannya terletak pada: 
1) Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat 
membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan 
perbuatan pelaksanaan. 
2) Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan 
tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak 
bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, 
orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, 
dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri. 
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3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 
KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap 
dipidana.  
4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang 
bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta 
dipidana sama. 
b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan 
cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip 
dengan penganjuran (uitlokking). Perbedaannya pad 
niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat 
materiel sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, 
sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan 
pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur. 
E.3. Pertanggungjawaban pembantu 
Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya 
dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan dari pada 
pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana 
yang dilakukan (Pasal 57 ayat (1)). Jika kejahatan diancam dengan 
pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara 
maksimal 15 tahun. Namun ada beberapa catatan pengecualian: 




-  membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 (4)) dengan cara 
memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan, 
-  membantu menggelapkan uang/surat oleh pejabat (Pasal 415), 
-  meniadakan surat-surat penting (Pasal 417). 
b. Pembantu dipidana lebih berat dari pada pembuat, yaitu tindak pidana: 
-  membantu menyembunyikan barang titipan hakim (Pasal 231 (3)), 
-  dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349) 
Sedangkan pidana tambahan bagi pembantu adalah sama dengan 
pembuatnya (Pasal 57 ayat (3)) dan pertanggungjawaban pembantu 
adalah berdiri sendiri, tidak digantungkan pada pertanggungjawaban 
pembuat. 
E.4. Penyertaan yang tak dapat dihindarkan (Noodzakelijke 
Deelneming/Necessary Complicity) 
Penyertaan yang tak dapat dihindarkan terjadi apabila tindak 
pidana yang dilakukan tidak dapat terjadi tanpa adanya penyertaan 
dengan orang lain. Jadi tindak pidana itu terjadi kalau ada orang lain 
sebagai penyerta. Delik-delik yang termasuk dalam kategori ini adalah: 
a. menyuap/membujuk orang lain untuk tidak menjalankan hak pilih 
(Pasal 149) 
b. membujuk orang lain untuk masuk dinas militer negara asing (Pasal 
238) 
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c. bigami (Pasal 279) 
d. perzinahan (284) 
e. melakukan hubungan kelamin dengan anak perempuan di bawah 15 
tahun (Pasal 287) 
f. menolong orang lain untuk bunuh diri (Pasal 345) 
F. Perbarengan/Concursus. 
F.1. Pengertian Concursus 
Jika berbicara tentang definisi concursus (samenloop atau 
perbarengan delik) terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari 
para pakar sendiri. Disamping definisi yang berbeda tetapi juga 
penggunaan kata lain selain concursus sendiri. Jika kita membaca 
literatur dari beberapa pakar yang menjelaskan tentang concursus ini, 
masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda pula. 
Adami Chazawi (2002:109) dalam memberikan definisi tentang 
concursus ini beliau menggunakan istilah perbarengan delik yaitu; 
"terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik 
yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau 
antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum 
dibatasi oleh suatu putusan hakim." 
 
Sementara Lamintang (2011:672) menggunakan istilah 
samenloop dengan memberikan pengertian: 
"apabila di dalam suatu jangka waktu yang tertentu, 
seseorang telah melakukan lebih dari pada satu perilaku 
yang terlarang, dan di dalam jangka waktu tersebut orang 
yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh 
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pengadilan, karena salah satu dari perilaku-perilaku yang 
telah ia lakukan." 
 
 
Waluyadi (2003:160)  membagi  tiga  pengertian  pokok dari 
concursus, yaitu : 
a. Seseorang    dengan    satu    atau    beberapa    perbuatan 
mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. 
b. Beberapa delik yang dilakukan seseorang dan hakim belum 
pernah memutus satu pun diantaranya. 
c. Putusan hakim terhadap delik yang dilakukan seseorang itu 
akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan 
dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan 
dalam waktu yang bersamaan. 
 
 
Lebih lanjut Waluyadi (2003:160) menambahkan definisi dari 
yang dijelaskan di atas : 
"Dengan ketiga pengertian pokok tersebut di atas, maka 
concursus dapat didefinisikan seseorang yang melakukan satu 
atau beberapa perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan 
pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan serempak, yang 
kemudian hakim akan memutus secara bersamaan perbuatan 
tersebut yang masing-masing dari perbuatan tersebut belum 
pernah dijatuhi hukuman." 
 
 
Jika melihat beberapa pengertian di atas fokusnya sama bahwa 
apa6 yang disebut dengan perbarengan delik atau pun samenloop tadi 
mengarah pada adanya beberapa perbuatan yang melanggar aturan 
hukum, yang dilakukan oleh satu orang yang sama dan dari beberapa 
perbuatan tersebut belum ada satu perbuatan pun yang diputuskan 
oleh hakim. 
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Namun, terkadang antara perbarengan dengan pengulangan 
(recidive) tidak terlalu jauh perbedaannya yang membedakan 
hanyalah bahwa dalam recidive tersebut pelaku perbuatan sudah 
pernah menjalani hukuman atau dijatuhkan oleh hakim terlebih dahulu 
atas perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. 
Adami Chazawi (2002:109) memberikan perbedaan diantara 
keduanya ; 
"pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu delik yang 
dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa 
pada pengulangan delik yang dilakukan pertama atau lebih 
awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si 
pembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagian atau 
seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada 
pengulangan tidaklah diperlukan." 
 
 
Lebih lanjut Lamintang (2011:672) menambahkan : 
"apabila di dalam jangka waktu seperti dimaksudkan di atas, 
orang tersebut pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena 
salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan, maka 
orang tidak dapat lagi berbicara mengenai adanya suatu 
samenloop, melainkan mungkin saja mengenai suatu 
pengulangan atau suatu recidive seperti yang dimaksudkan di 
dalam BAB ke-XXXI dari Buku ke-ll Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana." 
 
Sehubungan dengan lebih dari satu delik yang dilakukan oleh 
satu orang tersebut, Utrecht (Adami Chazawi,2002:109) 
mengemukakan tentang tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu : 
a. Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara 
dilakukannya dua delik tidak telah ditetapkan satu pidana 
karena delik yang paling awal di antara kedua delik itu. Dalam 
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hal ini, dua atau lebih delik itu akan diberkas dan diperiksa 
dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan 
satu pidana, dan oleh karenanya praktis di sini tidak ada 
pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, 
karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan 
menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu 
pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai 
dengan yang diancamkan pada masing-masing delik. Misalnya 
dua kali pembunuhan (Pasal 338) tidaklah dipidana dua kali 
yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum lima 
belas tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan 
maksimum dua puluh tahun (15 tahun ditambah sepertiganya, 
Pasal 65 KUHP). 
 
b.  Apabila delik yang lebih awal telah diputus dengan mempidana 
pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah 
menjadi tetap, maka di sini terdapat pengulangan. Pada 
pemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi 
pengulangan, dan di sini terdapat pemberatan pidana dengan 
sepertiganya. 
 
c. Dalam hal delik yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan 
pidana pada si pembuatnya, namun putusan itu belum 
mempunyai kekuatan hukum pasti, maka di sini tidak terjadi 
perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap delik itu 
dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum 
masing-masing yang diancamkan pada beberapa delik tersebut. 
 
Ketentuan mengenai perbarengan (concursus) pada dasarnya 
ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan 
perkara dan menjatuhkan pidana dalam hal apabila satu orang telah 
melakukan lebih dari satu delik di mana semua delik itu belum 
diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Konkritnya ketentuan tentang 
concursus itu mengatur dan menentukan mengenai: 
a. Cara menyidangkan atau memeriksa (menyeiesaikan) perkara. 
 67 
b. Cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang 
pembuat yang telah melakukan delik lebih dari satu yang 
semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. 
F.2. Jenis-Jenis Concursus. 
Menurut Leden Marpaung (2008:32) dalam hukum pidana 
dikenal tiga bentuk concursus, yaitu : 
a. Concursus idealis (eendaadsche samenloop), yaitu apabila 
seseorang melakukan satu perbuatan dan temyata satu 
perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum 
pidana. 
b. Concursus realis (meerdaadsche samenloop), yaitu apabila 
seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. 
c. Perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), yaitu apabila 
seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, 
dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan 
yang sedemikian rupa sehingga rangkaian perbuatan itu 
harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. 
Ketiganya masing-masing berdiri sendiri, dan memiliki 





Ad.1. Concursus Idealis. 
Concursus idealis ini diatur dalam Pasal 63 KUHP, yang 
mengatur: 
1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, 
maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan 
itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman 
pidana pokok yang paling berat. 
 
2. Jika suatu perbuatan yang termasuk dalam aturan pidana 
umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana 
khusus itu sajalah yang digunakan. 
 
Jika menyimak isi Pasal 63 ayat (1) tersebut penulis mengambil 
kesimpulan bahwa maksud dari kata "suatu perbuatan masuk dalam 
satu aturan pidana", itu menunjukkan bahwa dalam satu perbuatan 
pidana sekaligus melanggar beberapa aturan pidana yang berlaku. 
Leden Marpaung (2008:34) berpendapat bahwa dalam concursus 
idealis satu perbuatan melanggar beberapa norma pidana. Dalam hal 
yang demikian, yang diterapkan hanya satu norma/aturan pidana yakni 
yang ancaman hukumannya terberat. Lebih lanjut Leden Marpaung 
(2008:34) mengatakan hal yang demikian tersebut dimaksudkan guna 
memenuhi rasa keadilan. 
Selain itu, Pasal 63 ayat (2) KUHP, menentukan bahwa jika ada 
aturan khusus, aturan umum dikesampingkan. Aturan khusus tersebut 
umumnya telah mencakup semua unsur aturan umum ditambah satu 
atau lebih unsur lain. 
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Hazewinkel Suringa (Lamintang,2011:686) berpendapat, bahwa 
Pasal 63 KUHP itu tidak mengatur masalah penentuan hukuman atau 
masalah berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan, melainkan 
ia mengatur masalah pemberlakuan undang-undang. 
  Ad.2. Concursus Realis. 
Concursus realis ini diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 
70 KUHP, yang selengkapnya diatur sebagai berikut: 
Pasal 65 
1. Pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang 
sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang 
telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah 
diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sejenis, maka 
dijatuhkan hanya satu hukuman; 
 
2. Lama yang tertinggi dari hukuman itu adalah jumlah hukuman-
hukuman tertinggi atas perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari 
hukuman yang terberat ditambah sepertiga. 
 
Pasal 66 
1. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang 
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dan merupakan beberapa 
kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak 
semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah 
lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah 
sepertiganya; 
 
2. Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum 
pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. 
 
Jadi berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan Pasal 66, 
maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing delik yang berdiri 
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sendiri tersebut dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain 
adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan 
perbuatan. 
Dari ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 65 ayat (2) 
KUHP dan di dalam Pasal 66 ayat (1) KUHP tersebut di atas, kita 
dapat mengetahui bahwa di dalam pengertian concursus realis ini 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat 
(1) KUHP itu, pembentuk undang-undang menghendaki agar terhadap 
pelakunya diberikan satu hukuman dalam bentuk cummulatie van 
straffen (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang 
telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan 
(Lamintang, 2011:699). Dalam arti bahwa penumpukan hukuman-
hukuman itu tidak boleh terlalu berat, akan tetapi juga tidak boleh 
terlalu ringan. 
Adapun isi dari Pasal 70 KUHP yang mengatur tentang 
concursus realis ini, di atur sebagai berikut: 
1. Jika ada gabungan secara yang termaksud dalam Pasal 65 dan 
66 antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara 
pelanggaran dengan pelanggaran, maka dujatuhkan pidana 
bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi. 
 
2. Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana 
kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat 
bulan dan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh 




Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP disebut menganut sistem 
kumulasi terbatas dan Pasal 70 KUHP disebut menganut sistem 
absorbsi diperkeras. Adapun pelanggaran dengan pelanggaran 
disebut kumulasi murni. 
Sistem penjatuhan pidana pada perbarengan perbuatan 
dibedakan menurut macamnya perbarengan perbuatan. Adami 
Chazawi (2002:142) mengatakan mengenai perbarengan perbuatan 
undang-undang membedakan menjadi empat macam, yaitu: 
1. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan 
yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sama 
jenisnya (Pasal 65), penjatuhan pidananya dengan 
menggunakan sistem hisapan yang diperberat (verscherpte 
absorbs stelsel), yaitu dijatuhi satu pidana saja (ayat 1) dan 
maksimum pidana yang dijatuhkan itu ialah jumlah maksimum 
pidana yang diancamkan terhadap delik itu, tetapi tidak boleh 
lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah 
sepertiganya (ayat 2). 
 
2. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan 
yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama jenisnya 
(Pasal 66), penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem 
kumulasi terbatas (het gematigde cumulatie stelsel), artinya 
masing-masing kejahatan itu diterapkan, yakni pada si 
pembuatnya dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan 
kejahatan-kejahatan yang dibuatnya, tetapi jumlahnya tidak 
boleh lebih berat dari maksimum pidana yang terberat ditambah 
sepertiganya (ayat 1). Apabila kejahatan yang satu diancam 
dengan pidana denda sedangkan kejahatan yang lain dengan 
pidana hilang kemerdekaan (penjara atau kurungan), maka 




3. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan 
pelanggaran, penjatuhan pidananya menggunakan sistem 
kumulasi murni (het zuivere cumulatie stelsel), demikian juga; 
 
4. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari pelanggaran dengan 
pelanggaran, menggunakan sistem kumulasi murni, artinya 
semua kejahatan maupun pelanggaran itu diterapkan sendiri-
sendiri dengan menjatuhkan pidana pada si pembuat sesuai 
dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun pelanggaran 




Jadi jelaslah bahwa dalam hal perbarengan perbuatan ada 
beberapa sistem pemidanaan yang digunakan. Pada sistem yang 
pertama hisapan yang diperberat (absorbsi dlperkeras) berlaku pada 
beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama 
jenisnya, misalnya antara pemerasan (Pasal 368, maksimum 9 tahun 
penjara) dengan pembunuhan (Pasal 338, maksimum 15 tahun 
penjara). Disebut sistem hisapan, karena hanya dijatuhkan satu 
pidana saja, dan disebut diperberat karena dapat ditambah sepertiga 
dari ancaman pidana yang terberat. Satu tambah sepertiga adalah 
maksimumnya, artinya tidak boleh lebih berat dari padanya. 
Pada sistem yang kedua (kumulasi terbatas) dalam penjatuhan 
pidananya diterapkan pidana pada si pembuatnya untuk setiap 
kejahatan yang dilakukannya, namun dibatasi ialah pidana-pidana 
yang dijatuhkan itu apabila dijumlahkan maka jumlanya tidak boleh 
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melebihi dari yang terberat ditambah dengan sepertiganya (Adami 
Chazawi, 2002:144). 
Pada sistem yang ketiga (kumulasi murni) Adami 
Chazawi(2002:148) mengatakan, jelas tidak ada pemberatan pidana 
maupun  peringanan  pidana,  karena baik pelanggaran  maupun 
kejahatan dalam perbarengan peraturan itu dijatuhi pidana sendiri-
sendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan. 
 Ad.3. Perbuatan Berlanjut (voortgezette handeling). 
Dalam BAB ke-VI buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana itu, pembentuk undang-undang bukan hanya mengatur 
masalah eendaadse samenloop (concursus idealis) dan masalah 
meerdaadse samenloop (concursus realis), melainkan juga mengatur 
apa yang disebut dengan voortgezette handeling (perbuatan 
berlanjut). 
Mengenai perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 ayat (1), 
yang menetapkan: 
"jika antara beberapa tindakan yang masing-masing merupakan 
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan yang sedemikian 
rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan 
berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; 
jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat 
ancaman pidana yang pokok yang paling berat." 
 
 
Mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut pada 
rumusan ayat di atas, pada dasarnya adalah beberapa perbuatan baik 
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berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain 
terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
sebagai satu perbuatan yang berlanjut. 
Berdasarkan rumusan ayat satu tadi, dapat ditarik unsur-unsur 
dari perbuatan berlanjut, yaitu : 
 Adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa : 
- Pelanggaran; atau 
- Kejahatan 
 Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat 
hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
sebagai perbuatan yang berlanjut. 
Suatu perbuatan dikatakan termasuk dalam kategori perbuatan 
berlanjut apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari 
satu kehendak jahat. 
2. Delik yang dilakukan itu haruslah sejenis, 
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut 
tidak terlampau lama. 
F.3. Sistem Penjatuhan Pidana Pada Concursus. 
Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa dalam concursus 
terdapat beberapa kategori baik jenis maupun bentuknya. Dengan 
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terdapat perbedaan di antara masing-masing jenisnya, maka bebeda 
pula sistem penjatuhan pidana yang dianut. 
Menyangkut hal itu, maka sering muncul masalah dalam hal 
memberikan penjatuhan hukuman kepada pelaku. Dalam hal ini, 
sering muncul pertanyaan yang sangat membingungkan dan sangat 
menyulitkan para sarjana maupun pakar hukum sendiri, khusunya 
mahasiswa untuk dapat memahami hal tersebut dan memecahkan 
masalah tersebut diatas. Sistem Penjatuhan Hukuman (Steelsel) itu 
ada beberapa asas/sistem yang muncul oleh Doktrin, yaitu : 
1. Sistem Penyerapan Murni (Absorptie Steelsel), dalam sistem ini 
hukuman yang teringan seolah-olah sudah terserap/diserap oleh 
hukuman yang terberat. Dengan kata lain, dalam sistem ini adalah 
hukuman yang terberat yang dijatuhkan dalam hal penjatuhan 
hukuman. 
2. Sistem Penyerapan yang diperberat/ absorbsi dipertajam, 
hukuman yang dijatuhkan adalah yang terberat, tetapi hukuman 
pokok yang terberat tersebut diperberat/dipertajam dengan 
ditambah sepertiga dari hukuman pokok terberat tersebut (1/3 x  
hukuman pokok terberat + hukuman pokok terberat). 
3. Sistem Penjumlahan Murni/ kumulasi murni, semua hukuman 
dijumlahkan untuk dijatuhkan, dengan kata lain semuanya 
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hukuman dijatuhkan kepada pelaku (sistem ini tidak dikenal di 
Indonesia). 
4. Sistem Penjumlahan (Gematigde Comulatie Steesel)/ kumulasi 
terbatas, semua hukuman dijumlahkan dan dijatuhkan kepada 
pelaku, tetapi hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 
jumlah hukuman pokok terberat ditambah sepertiga hukuman 
pokok terberat. 
Sistem tersebut diatas adalah yang digunakan dalam 
penjatuhan hukuman. Di Indonesia yang digunakan adalah kombinasi 
antara Sistem Penyerapan yang diperberat (Versekreptie Absorptie 
Steelsel) dengan Sistem Penjumlahan sedang / terbatas / diperingan 
(Gematigde Comulatie Steesel), dengan mengacu kepada Pasal 65 













A. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga Pengadilan Negeri 
Makassar yang berada di Kotamadya Makassar. Alasan pemilihan lokasi 
penelitian di Kotamadya Makassar, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan 
Negeri Makassar merupakan sentral pengadilan yang berada di Sulawesi 
Selatan. Di samping itu, Kotamadya Makassar merupakan domisili tetap 
penulis sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh informasi tentang 
penelitian, sekaligus merupakan kontribusi penulis demi terciptanya 
penegakan hukum di Kotamadya Makassar. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka 
penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :  
1. Penelitian kepustakaan  
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka 
yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah 
(hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat 
kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait 
dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
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kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya 
dengan fakta yang terjadi di lapangan. 
2. Penelitian Lapangan  
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan 
dua cara, yaitu: 
a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk 
melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan 
baik data primer maupun data sekunder. 
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab 
yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini 
adalah Hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek 
penelitian penulis. 
C.Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 
penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan 
penelitian melalui wawancara. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari 
penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah 
(hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat 
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kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-
bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
D. Teknik Analisa Data  
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik 
data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis 
kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut 
telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah 
dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-
dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat 














HASIL DAN PEMBAHASAN 
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan 
dengan Menggunakan Senjata Tajam yang Dilakukan Secara 
Bersama-sama. (Studi Kasus Putusan No.1686 /Pid.B /2010 /PN.Mks) 
Suatu tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya 
dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu 
akibat.  Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak 
pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang 
mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana 
sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya. 
Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum 
yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja 
oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan 
dan oleh undang-undang (selanjutnya disingkat uu) telah dinyatakan 
sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang 
melakukan Tindak Pidana maka perbuatannya tersebut harus 
dipertanggungjawabkan 
Sebelum hakim memberikan putusannya terhadap seseorang 
yang dianggap melakukan perbuatan pidana maka terlebih dahulu hakim 
harus menelaah dan menganalisa diri dari pelaku apakah pelaku bisa 
mempertanggungjawabkan pidananya atau tidak, tentunya melalui 
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proses pembuktian yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, dan pembuktian dipengadilan dan diputus oleh majelis hakim 
dari lembaga peradilan tersebut. Karena tidak cukup apabila seseorang 
dalam persidangan dianggap  melakukan perbuatan yang bertentangan 
dengan hukum atau bersifat melawan hukum serta perbuatannya 
mencocoki rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan 
lalu dikatakan seseorang itu melakukan tindak pidana, melainkan pula 
tentu saja harus memenuhi unsur subjektif dalam hal ini juga harus 
memenuhi sifat pertanggungjawaban pidana tersebut (adanya kesalahan, 
adanya kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya pemaaf dan 
memaafkan sifat dari perbuatan pelaku). 
Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-
unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 
dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut 
apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada 
peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar  untuk itu. Dilihat 
dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang 
mampu bertanggung jawab yang mampu dipertanggungjawabkan 
pidananya. 
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Hal ini juga diatur dalam KUHAP dan memberi kemudahan bagi 
hakim terhadap putusan bagi terdakwa yang tidak dapat dijatuhkan 
pidana, (E.Y Kanter,1982 : 253), dimana jika salah satu unsur subjektif 
(pertanggungjawaban pidana) tidak terpenuhi maka amar putusan 
tersebut adalah bebas (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat 1 
KUHAP, sedangkan jika salah satu unsur objektif (tindak pidana) tidak 
terpenuhi maka amar putusan tersebut bebas dari segala tuntutan 
(ontslag van rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP. 
Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab, bilamana pada 
umumnya ( E.Y Kanter, 1982 : 249) :  
Keadaan jiwanya: 
1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau 
sementara (temporair). 
2) Tidak cacad dalam pertumbuhan (gagu,idioot, dan 
sebagainya).dan 
3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau, 
karena demam,dan lain sebagainya.dengan perkataan lain 
dia dalam keadaan sadar. 
Kemampuan jiwanya :  
1) Dapat menginsyafi hakekatdari tindakannya, 
2) Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, 
apakah akan dilaksanakan atau tidak dan, 
3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 
 
Hal ini juga terdapat dalam penjelasan Pasal 44 KUHP tentang 
pertanggungjawaban pidana seseorang ketika disangkakan melakukan 
suatu perbuatan pidana.. 
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Kasus yang penulis bahas yakni mengenai tindak pidana 
pemerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan secara 
bersama-sama dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
1686/Pid.B/2010/PN.Mks yang didakwa dengan dakwaan yang disusun 
dalam bentuk dakwaan kumulatif. Dalam dakwaan ini, didakwakan 
beberapa tindak pidana sekaligus dan semua dakwaan harus dibuktikan 
satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara 
tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini 
dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana 
yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri: 
Terdakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) 
KUHP dalam dakwaan pertama subsidair dan melakukan tindak pidana 
“Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan atau mempergunakan 
senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN No.78 
Tahun 1951 dalam dakwaan kedua. 
Untuk lebih jelasnya sebelum menelaah pertanggungjawaban 
pelaku tindak pidana dalam kasus ini maka penulis memberikan 
gambaran umum tentang kasus yang sedang dibahas ini antara lain : 
1. Posisi Kasus  
Terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba, Pada hari sabtu tanggal 
18 September 2010, sekitar jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada 
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suatu waktu dalam bulan September 2010 bertempat di Jl. Metro Tanjung 
Bunga/Kanal Jembatan Barombong Kota Makassar atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba dan lelaki 
Rijal (DPO) telah mengambil 2 (dua) buah handphone merk Nokia E71 
dan Nokia 7310 yang seluruhnya merupakan kepunyaan saksi korban 
Ahdar Sunusi dan perempuan Sasbhya alias Bhiya dengan maksud 
untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau 
diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban 
Ahdar Sunusi dan perempuan Sasbhya alias Bhiya dengan maksud 
untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri terdakwa 
Wawan alias Rais Daeng Naba lakukan bersama-sama dengan lelaki rijal 
(DPO), dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika saksi korban 
Ahdar Sunusi dan perempuan Sasbhya alias Bhiya berboncengan dan 
melintas Jl. Pinggir Metro Tanjung/Kanal Jembatan Barombong tiba-tiba 
terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba dan lelaku Rijal (DPO) dengan 
mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan 
nomor polisi DD 5051 AL mencegat dan mendekati motor saksi korban 
Ahdar Sunusi kemudian lelaki Rijal (DPO) lansung turun dari motor dan 
mencabut badiknya dan mengarahkan ke arah saksi korban Ahdar 
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Sunusi dan perempuan Sasbhya alias Bhiya, karena saksi korban Ahdar 
Sunusi dan perempuan Sasnhiya alias Bhiya merasa takut karena 
diancam dengan badik, maka saksi korban Ahdar Sunusi dan perempuan 
Sasbhiya menyerahkan handphone miliknya setelah terdakwa Wawan 
alias Rais Daeng Naba dan lelaki Rijal (DPO) berhasil mengambil 
handphone merek Nokia E71 milik saksi nkorban Ahdar Sunusi dan 
handphone merek Nokia 7310 milik perempuan Sasbhiya alias Bhiya 
kemudian lelaki Rijal (DPO) merusak ban motor bagian belakang milik 
ssaksi korban Ahdar Sunusi setelah itu terdakwa Wawan alias Rais 
Daeng Naba dan lelaki Rijal (DPO) meninggalkan tempat kejadian 
tersebut. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu 
Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif, dengan Nomor 
surat dakwaan PDM- 1397/Mks/Ep.1/11/2010 dalam surat dakwaan ini, 
didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan 
harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus 
dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan 
tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan 
beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana 







Pada hari sabtu tanggal 18 September 2010, sekitar jam 18.30 
Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 
2010 bertempat di Jl. Metro Tanjung Bunga/Kanal Jembatan Barombong 
Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar terdakwa Wawan 
alias Rais Daeng Naba dan lelaki Rijal (DPO) telah mengambil 2 (dua) 
buah handphone merk Nokia E71 dan Nokia 7310 yang seluruhnya 
merupakan kepunyaan saksi korban Ahdar Sunusi dan perempuan 
Sasbhya alias Bhiya dengan maksud untuk memiliki secara melawan 
hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan terhadap saksi korban Ahdar Sunusi dan perempuan 
Sasbhya alias Bhiya dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk 
tetap menguasai barang yang dicuri terdakwa Wawan alias Rais Daeng 
Naba lakukan bersama-sama dengan lelaki rijal (DPO), dengan cara-cara 
sebagai berikut: 
 
-   Bahwa berawal ketika saksi korban Ahdar Sunusi dan 
perempuan Sasbhya alias Bhiya berboncengan dan melintas 
Jl. Pinggir Metro Tanjung /Kanal Jembatan Barombong tiba-
tiba terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba dan lelaku Rijal 
(DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat 
warna putih dengan nomor polisi DD 5051 AL mencegat dan 
mendekati motor saksi korban Ahdar Sunusi kemudian lelaki 
Rijal (DPO) lansung turun dari motor dan mencabut badiknya 
dan mengarahkan ke arah saksi korban Ahdar Sunusi dan 
perempuan Sasbhya alias Bhiya, karena saksi korban Ahdar 
Sunusi dan perempuan Sasnhiya alias Bhiya merasa takut 
karena diancam dengan badik, maka saksi korban Ahdar 
Sunusi dan perempuan Sasbhiya menyerahkan handphone 
miliknya. 
-   Bahwa setelah terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba dan 
lelaki Rijal (DPO) berhasil mengambil handphone merek Nokia 
E71 milik saksi nkorban Ahdar Sunusi dan handphone merek 
Nokia 7310 milik perempuan Sasbhiya alias Bhiya kemudian 
lelaki Rijal (DPO) merusak ban motor bagian belakang milik 
ssaksi korban Ahdar Sunusi setelah itu terdakwa Wawan alias 
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Rais Daeng Naba dan lelaki Rijal (DPO) meninggalkan tempat 
kejadian tersebut. 
-   Akibatnya perbuatan terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba 
dan lelaki Rijal (DPO), sehingga saksi korban Ahdar Sunusi 
mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 
atau setidak-tidaknya sekitar senilai tersebut. 
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 365 ayat (1) dan ayat 2 ke-2 KUHPidana----- 
 
 SUBSIDAIR  
Pada hari sabtu tanggal 18 September 2010, sekitar jam 18.30 
wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 
2010 bertempat di Jl. Metro Tanjung Bunga/Kanal Jembatan Barombong 
Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar terdakwa Wawan 
alias Rais Daeng Naba dan lelaki Rijal (DPO), dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 
memaksa saksi korban Ahdar Sunusi dan perempuan Sasbhiya alias 
Bhiya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan 
handphone merek Nokia E71 dan Nokia 7310, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan saksi korban Ahdar Sunusi dan Perempuan 
Sasbhiya alias Bhiya atau supaya membuat hutang maupun menghapus 
piutang, yang terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba lakukan bersama-
sama dengan lelaki Rijal (DPO), dengan cara-cara sebagai berikut : 
 
-   Bahwa berawal ketika saksi korban Ahdar Sunusi dan 
perempuan Sasbhya alias Bhiya berboncengan dan melintas 
Jl. Pinggir Metro Tanjung /Kanal Jembatan Barombong tiba-
tiba terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba dan lelaku Rijal 
(DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat 
warna putih dengan nomor polisi DD 5051 AL mencegat dan 
mendekati motor saksi korban Ahdar Sunusi kemudian lelaki 
Rijal (DPO) lansung turun dari motor dan mencabut badiknya 
dan mengarahkan ke arah saksi korban Ahdar Sunusi dan 
perempuan Sasbhya alias Bhiya, karena saksi korban Ahdar 
Sunusi dan perempuan Sasnhiya alias Bhiya merasa takut 
karena diancam dengan badik, maka saksi korban Ahdar 
Sunusi dan perempuan Sasbhiya menyerahkan handphone 
miliknya. 
-   Bahwa setelah terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba dan 
lelaki Rijal (DPO) berhasil mengambil handphone merek Nokia 
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E71 milik saksi nkorban Ahdar Sunusi dan handphone merek 
Nokia 7310 milik perempuan Sasbhiya alias Bhiya kemudian 
lelaki Rijal (DPO) merusak ban motor bagian belakang milik 
ssaksi korban Ahdar Sunusi setelah itu terdakwa Wawan alias 
Rais Daeng Naba dan lelaki Rijal (DPO) meninggalkan tempat 
kejadian tersebut. 
-   Akibatnya perbuatan terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba 
dan lelaki Rijal (DPO), sehingga saksi korban Ahdar Sunusi 
mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 
atau setidak-tidaknya sekitar senilai tersebut. 
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 





Pada hari sabtu tanggal 18 September 2010, sekitar jam 18.30 
wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 
2010 bertempat di Jl. Metro Tanjung Bunga/Kanal Jembatan Barombong 
Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar terdakwa Wawan 
alias Rais Daeng Naba dan lelaki Rijal (DPO), menguasai atau 
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu senjata pemukul atau senjata 
penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang, 
yang terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba lakukan bersama-sama 
dengan lelaki Rijal (DPO), dengan cara-cara sebagai berikut : 
 
-   Bahwa berawal ketika terdakwa Wawan alias Rais Daeng 
Naba dan lelaki Rijal (DPO) dengan mengendarai  sepeda 
motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DD 
5051 AL menuju ke Pantai Losari Anjungan untuk bermaksud 
pulang kerumah dengan melalui Jl. Metro Tanjung Bunga tepat 
disamping Mall GTC terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba 
dan lelaki Rijal (DPO) dicegat oleh petugas. 
-   Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 
Wawan alias Rais Daeng Naba dan lelaki Rijal (DPO) 
ditemukan pada diri masing-masing memiliki 1 (satu) bilah 
badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang dimana badik 
tersebut tidak dimaksudkan untuk pertanian atau untuk 
pekerjaan rumah tangga atau sebagai pusaka, kemudian pada 
saat dilakukan penggeledahan selanjutnya tiba-tiba lelaki Rijal 
(DPO) berhasil melarikan diri. 
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------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, LN 1951 No. 78------ 
 
Berdasarkan uraian-uraian fakta terungkap dalam pemeriksaan 
dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, 
keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam 
pemeriksaan dipersidangan, maka sampailah kepada pembuktian 
mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu:  
Pertama : 
a. Primair : Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP. 
b. Subsidair : pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP. 
Dan 
Kedua : 
- Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN No. 78/1951. 
Bahwa oleh karena dakwaan kami disusun secara kumulatif, maka 
kami akan langsung membuktikan dakwaan yang kami anggap paling 
terbukti yakni dakwaan pertama subsidair pasal 368 auat (1) KUHP Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai 
berikut: 
1. Barang siapa 
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain dengan melawan hukum; 
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3. Memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman 
kekerasan, supaya orang itu memberikan suatu barang yang 
sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau 
kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang 
atau menghapuskan piutang; 
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang 
turut serta melakukan perbuatan tersebut. 
Ad.1 Unsur  barang siapa : 
Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja 
orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana 
dan dapat mempertanggung jawaban perbuatannya. 
Bahwa Lk. Wawan alias Rais Daeng Naba yang 
dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang 
terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-
saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa sendiri yang 
membenarkan identitasnya masing-masing dalam surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan 
dalam perkara ini adalah Lk. Wawan alias Rais Daeng Naba 
sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatannya. 
Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “barang 
siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. 
 
Ad.2 . Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dengan melawan hukum : 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan 
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang 
disumpah dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh 
fakta bahwa benar pada hari sabtu tanggal 18 September 2010 
sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Jl. Metro Tanjung 
Bunga/Kanal Jembatan Barombong Makassar, terdakwa 
Wawan alias Rais Daeng Naba bersama Lk. Rijal (DPO) telah 
mengambil barang milik saksi korban Lk. Ahdar Sanusi berupa 
1 (satu) buah handphone merk Nokia type E71 warna putih dan 
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barang milik saksi korban Pr. Sasbhya alias Bhya berupa 1 
(satu) unit handphone merk Nokia type 7310 Supernova, dan 
terdakwa bersama Lk. Rijal mengambil barang-barang tersebut 
dengan maksud untuk dimilikinya tanpa seizin dari pemiliknya 
yakni saksi korban Lk. Ahdar Sanusi dan Pr. Sasbhya alias 
Bhya. 
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
. 
Ad.3 unsur memaksa orang dengan kekerasan atau dengan 
ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan suatu 
barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang 
itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang 
itu membuat utang atau menghapus piutang: 
Bahwa perbuatan yang ditetapkan dalam pasal ini 
bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila 
terbukti salah satunya ataupun lebih. 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan 
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang 
disumpah dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh 
fakta bahwa benar terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba 
bersama Lk. Rijal (DPO) telah mengambil barang milik saksi 
korban Lk. Ahdar Sanusi berupa 1 (satu) buah handphone merk 
Nokia type E71 warna putih dan barang milik saksi korban Pr. 
Sasbhya alias Bhya berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 
type 7310 supernova, dimana sebelum mengambil barang-
barang milik saksi korban tersebut terlebih dahulu terdakwa 
bersama Lk. Rijal mengancam saksi korban dengan 
menggunakan sebilah badik yang diarahkan ke saksi mkorban 
lalu meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan 
barangnya dan karena takut akan keselamatan jiwanya 
sehingga saksi korban Lk. Ahdar Sanusi dan Pr. Sasbhya alias 
Bhya menyerahkan handphone mereka masing-masing kepada 
terdakwa bersama Lk. Rijal dan setelah handphone milik saksi 
korban berada dalam penguasaan terdakwa bersama Lk. Rijal, 
kemudian terdakwa terdakwa menyuruh Lk. Rijal untuk meminta 
lagi uang milik saksi korban namun karena saksi korban tidak 
mempunyai uang muka Lk. Rijal langsung merusak ban sepeda 
motor saksi korban bagian belakang, setelah itu terdakwa 
bersama Lk. Rijal langsung pergi meninggalkan saksi korban, 
hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Lk. 
Rijal berhasil melarikan diri dan sampai sekarang belum 
berhasil ditemukan. 
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Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
. 
Ad.4 . unsur orang yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu: 
Bahwa perbuatan yang ditetapkan dalam pasal ini 
bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila 
terbukti salah satunya ataupun lebih. 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan 
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang 
disumpah, maka diperoleh fakta bahwa benar dalam melakukan 
perbuatannya tersebut terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba 
berperan selaku yang mengemudikan sepeda motor dan 
membonceng Lk. Rijal kemudian menunggu diatas sepeda 
motornya pada saat Lk. Rijal melakukan aksinya, sedangkan Lk. 
Rijal berperan selaku orang yang melakukan mengancam saksi 
korban dengan menggunakan sebilah badik dan meminta paksa 
agar saksi korban menyerahkan barang  miliknya, sehingga 
akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Lk. Rijal 
berhasil melarikan diri. 
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 
Bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan 
dalam analisa hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah 
dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang 
didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair Pasal 368 ayat 
(1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair telah 
terbukti, maka selanjutnya akan kami buktikan dakwaan kedua 
pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 Ln No. 78/1951, yang 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
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1. Barang siapa 
2. Tanpa hak mengusai, membawa, menyimpan atau 
mempergunakan senjata penikam atau senjata 
penusuk. 
Ad.1. unsur barang siapa: 
 
Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja 
orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana 
dan dapat mempertanggung jawaban perbuatannya. 
Bahwa Lk. Wawan alias Rais Daeng Naba yang 
dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang 
terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-
saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa sendiri yang 
membenarkan identitasnya masing-masing dalam surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan 
dalam perkara ini adalah Lk. Wawan alias Rais Daeng Naba 
sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatannyaa. 
Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “barang 
siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. 
 
Ad.2. . unsur tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan 
atau mempergunakan senjata penikam atau senjata 
penusuk: 
Bahwa tanpa hak berarti tidak ada hak atau tidak berhak 
dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 
terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba tidak mempunyai izin 
dari yang berwenang untuk memiliki atau membawa apalagi 
mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk. 
Bahwa unsur menguasai, membawa, menyimpan atau 
mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk adalah 
anasir yang berupa pilihan (alternatif) sehingga meskipun hanya 
salah satu yang terpenuhi maka unsur ini telah dikategorikan 
telah terbukti. 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan 
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang 
disumpah dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada 
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hari minggu tanggal 19 September 2010 sekita jam 02.00 wita. 
Bertempat di Metro Tanjung Bunga tepatnya disamping Mall 
GTC Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate 
Makassar, terakwa Wawan alias Rais Daeng Naba telah 
ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah ditemukan 
sedang membawa atau mengusai  1 (satu) bilah badik model 
Makassar lengkap dengan sarungnya yang saat itu terdakwa 
selipkan dipinggangnya, dan terdakwa membawa atau 
menguasai senjata tajam berupa sebilah badik tersebut tanpa 
dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 
Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka kami 
berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU 
No.12/Drt/1951 LN No.78/1951. 
Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat 
dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu 
ditinjau tentang pertanggung jawaban pidananya, apakah ada alasan-
alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana. 
Bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan 
ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun 
alasan penghapusan penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa 
tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat 
dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar pasal 
368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat 
(1) UU No.12/Drt/1951 LN No.78/1951. 
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Merujuk dari kasus ini, menurut penulis pertangungjawaban pidana 
terdakwa saudara Wawan alias Rais daeng Naba dapat diuraikan 
sebagai berikut : 
- Unsur kemampuan bertanggung  jawab, menurut penulis 
terdakwa telah memenuhi unsur ini .Hal ini dapat dilihat dari 
keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-
saksi bahwa terdakwa benar pada hari sabtu tanggal 18 
September 2010 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. 
Tanjung Bunga Jembatan Barombong Makassar, terdakwa 
bersama Rijal telah mengambil dan merampas barang milik 
saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia 
E71 dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 7310 
Supernova, sebelum terdakwa bersama Rijal mengambil 
handphone milik saksi terlebih dahulu terdakwa bersama 
Rijal mengancam saksi korban dengan menggunakan 
sebilah badik, terdakwa bersama Rijal melakukan pencurian 
dengan ancaman kekerasan tersebut dilakukan dengan 
cara berawal pada saat terdakwa sedang mengendarai 
sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. DD 5051 
AL, dan membonceng Rijal, setelah berada diatas tanggul 
Benteng kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang 
mengendarai sepeda motor dan membonceng seorang 
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perempuan selanjutnya terdakwa lansung mendekati 
sepeda motor saksi korban dan setelah sudah merapat 
kemudian Rijal lansung turun dari sepeda motor dan 
langsung mencabut badiknya. Dari pengakuan terdakwa 
tesebut maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya 
terdakwa mempunyai kemampuan untuk membeda-
bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, 
sesuai dengan ketentuan hukum.Terdakwa Wawan alias 
Rais daeng Naba menyadari sesungguhnya bahwa 
perbuatannya tersebut termasuk kedalam perbuatan yang 
salah dan melawan hukum karena  melanggar ketentuan 
Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-
1.Perbuatannya pun tidak dilandasi akibat dari batinnya 
cacat (adanya penyakit psikologis ) atau sakit dalam 
tumbuhnya (gila). Selain itu Majelis Hakim menyebutkan 
pada proses pemeriksaan perkaranya saudara Terdakwa 
Wawan alias Rais daeng Naba sehat jasmani dan rohani. 
- Dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dilihat 
adanya kesalahan dalam hal ini berupa kesengajaan, yakni 
saudara Terdakwa Wawan alias Rais daeng Naba sengaja 
terdakwa bersama Rijal mengambil handphone milik saksi 
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terlebih dahulu terdakwa bersama Rijal mengancam saksi 
korban dengan menggunakan sebilah badik, terdakwa 
bersama Rijal melakukan pencurian dengan ancaman 
kekerasan. 
- Unsur adanya alasan pemaaf dan pembenar juga tidak 
tersapat dalam diri Terdakwa yang merupakan alasan 
peniadaan unsur kesalahan pembuat tidak pidana atau 
delik.  
Hasil penelitian melalui wawancara dengan salah satu hakim yang 
mengadili perkara ini , Bapak Eddy Risdianto,SH. pada tanggal 20 
Agustus 2013 mengatakan : 
“Hakim dalam proses persidangan, selain berfungsi untuk 
mengetahui dan mencari fakta yang sebenarnya, hakim 
juga mempunyai peran untuk mengetahui kondisi jasmani 
dan rohani dari diri palaku maka hakim juga membutuhkan 
nasehat dari seorang ahli penyakit jiwa,yang dapat 
berisikan benar/tidaknya sesorang mempunyai kedaan jiwa 
seperti yang ditentukan dalam Pasal 44 KUHP dan 
tingkatan dari penyakit,kecacadan, atau ketidaksadaran dari 
jiwa pelaku serta analisa tentang tingkatan dari kemampuan 
bertanggungjawab dari terdakwa dan ternyata pada kasus 
ini terdakwa tidak memenuhi unsur sesuai yang tercantum 
dalam Pasal 44 KUHP”. 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut penulis berkesimpulan bawha 
terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 44 KUHP 
dan memenuhi unsur subjektif dari tindak pidana yakni  : Terdakwa 
 98 
Wawan alias  Rais Daeng Naba mempunyai kemampuan bertanggung 
jawab dimana terdakwa tidak gila atau sedang menderita penyakit mental 
, mempunyai sifat kesalahan terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan 
tidak memiliki sifat kesalahan terhadap perbuatan yang dilakukannya , 
dan tidak memiliki alasan pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan 
pada diri terdakwa, sehingga setelah memenuhi unsur objektif  
(mencocoki rumusan delik, melawan hukum, tidak alasan pembenar) 
maka dengan terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana maka 
terdakwa dapat dipidana dengan ketentuan undang-undang yang 
mengaturnya. Oleh Karenanya Terdakwa malanggar Pasal 368 ayat (1) 
KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 
Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951. 
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dengan Menggunakan Senjata 
Tajam yang Dilakukan Secara Bersama-sama. (Studi Kasus Putusan 
No.1686 /Pid.B /2010 /PN.Mks) 
Dalam sistem Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila 
tentunya kita menjadikan sila-sila Pancasila tersebut mutlak menjiwai 
produk- produk hukum yang mengatur sanksi pidana. Hal ini berarti 
bahwa sanksi pidana dalam undang-undang (selanjutnya disingkat uu) 
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dimaksud harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa 
dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 
1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
Setelah proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim 
harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum 
menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk melakukan tindakan 
yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang 
diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai 
keyakinannya. Setelah itu mempertimbangan dan memberikan penilaian 
atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang 
berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan 
menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. 
Putusan apapun yang menjadi pertimbangan dijatuhkannya suatu 
putusan.   
Putusan hakim dalam perkara pidana memiliki tiga bentuk, antara 
lain putusan bebas (vrijspreak), lepas dari segala tuntutan hukum (onslag 
van alle recthsvervolging), dan putusan pemidanaan (veroordeling). 
Putusan bebas (vrijspreak) diambil jika salah satu unsur dalam 
pasal yang didakwakan tidak terbukti. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat 
(1) KUHAP yang menegaskan bahwa : 
“ Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 
disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwaan 
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kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa 
terdakwa diputus bebas.” 
 
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle 
recthsvervolging) diputuskan jika perbuatan Terdakwa terbukti secara sah 
dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah 
merupakan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP 
yang menegaskan bahwa : 
“ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 
suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala 
tuntutan hukum.” 
 
Putusan Pemidanaan (veroordeling) diputuskan jika perbuatan 
Terdakwa sebagaimana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
Ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang 
dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 
:1686/Pid.B/2010/PN.Mks yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada 
dalam persidangan dan juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan 
megacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang 
dilakukan. Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan  hakim 
dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa antara lain: 
Telah  mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang 
pada pokoknya mohon agar dikurangi karena terdakwa menyesali 
perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak 
pidana lagi. 
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Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan pertama kesatu 
yaitu pengancaman dan dakwaan kedua tanpa hak membawa 
senjata penikam maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang 
setimpal dengan perbuatannya.  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan oleh karena itu terdakwa harus 
dijatuhi pidana. 
Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak 
ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi 
perbuatan terdakwa maka terdakwa harus tetap dijatuhi pidana 
sesuai dengan perbuatannya. 
Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa tidak ditahan 
karena terdakwa ditahan dalam perkara lain. 
Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan 
perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka 
kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara. 
Menimbang, bahwa tentang barang bukti:  
a. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type E71; 
b. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 7310 
Supernova; 
c. 2 (dua) bilah badik model Makassar lengkap dengan 
sarungnya; 
d. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda beat putih 
DD 5051 AL. 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada 
terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan 
dan memberatkan terdakwa 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami 
kerugian; 
- Perbuatan terdakwa tercela dan bertentangan dengan hukum; 
- Perbuatajn terdakwa sangat meresahkan masyarakat; 
- Terdakwa sementara dihukum dalam perkara yang sama. 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak 
akan mengulanginya lagi; 





2. Amar Putusan  
Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada 
putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut hakim menyatakan 
pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dan hal- hal 
yang menjadi amar putusannya.  
Pada hakikatnya hakim diberikan kebebasan dan kewenangan 
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan 
kepadanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh undang-
undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, 
yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus 
melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa. 
Hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar tuntutan yang 
tercantum dalam surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan hakim 
dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh undang- undang.  
Berdasarkan  fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang diperkuat dengan alat 
bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka hakim mengadili:  
-   Menyatakan terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba, 
bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama 
melakukan pemerasan dan pengancaman dan tanpa hak 
mengusai senjata tajam” 
-   Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wawan alias Rais 
Daeng naba, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 
1(satu) tahun 6 (enam) bulan 
-   Menyatakan barang bukti berupa  1 (satu) buah handphone 
merk Nokia type E71 dan 1 (satu) buah handphone merk 
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Nokia type 7310 Supernova, dikembalikan kepada yang 
berhak, sedangkan 2 (dua) bilah badik lengkap dengan 
sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan. 
-   Membebankan terdakwa terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa Tanggal 
01 Februari 2011, oleh kami  EDDY RISDIANTO,SH., 
selaku Ketua Majelis Hakim, TITI MARIA ROMLAH, SH dan 
MAHYUTI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, 
Putusan tersebut, diaucapkan dalam persidangan yang 
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis 
Hakim didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu  oleh 
ABD RAHMAN SALAM,SH. Panitera Pengganti dengan 
dihadiri SYAMSINAR,SH Penuntut Umum dan Terdakwa 
tersebut.   
 
3. Analisa Penulis 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, 
maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum,tuntutan 
Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar 
putusannya telah memenuhi unsure dan syarat dipidananya terdakwa. 
Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat 
bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya 
keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling 
berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa 
yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan 
menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman dan 
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tanpa hak menguasai senjata tajam yang dilakukan secara bersama-
sama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN.No.78/ 
1951 serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun 6(enam) bulan. 
Dalam melakukan penelitian terhadap kasus tersebut penulis 
melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memeriksa dan 
mengadili kasus tersebut dan hasil wawancara penulis pada tanggal 20 
Agustus 2013 dengan Bapak Eddy Risdianto, S.H. selaku Hakim yang 
memeriksa dan mengadili perkara tersebut, beliau mengatakan bahwa: 
“Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan 
membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang 
dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam 
surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim 
sulit untuk mempertimbangakan dan menjatuhkan putusan”. 
 
Putusan hakim merupakan aspek penting dalam menyelesaikan 
perkara pidana. Putusan hakim dapat dikatakan sebagai mahkota suatu 
perkara pidana. Oleh karena itu, dalam membuat putusan hakim haruslah 
berhati-hati. 
Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa hukuman yang di 
jatuhkan kepada terdakwa sudah tepat, meski jauh dari tujuan 
pemidanaan yakni menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak 
melakukan kejahatan dan tidak menimbulkan efek jerah bagi pelakunya 
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sendiri yang tentunya juga berkaitan pada peningkatan angka kriminalitas 
khususnya tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata 
tajam. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat yang dilakukan pelaku 
sangat membahayakan orang lain bahkan dapat menghilangkan nyawa 
orang lain dan tentunya perbuatan pelaku sangat meresahkan 
masyarakat.. 
Namun pada dasarnya hakim mempunyai kebebasan dalam 
menjatuhkan putusan bagi seseorang berdasarkan dari tuntutan jaksa, 
tetapi walaupun demikian hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
benar-benar mempertimbangkan segala aspek bahwa dalam 
pemidanaan itu mempunyai efek pada psikologi orang yang mengalami 
suatu masalah dengan setiap apa yang terjadi padanya. 
Berdasarkan hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis 
pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan bapak Eddy Risdianto, S.H. 
Dalam memutus perkara hakim tentunya akan mempertimbangkan 
beberapa faktor yakni faktor secara yuridis dan faktor non-yuridis: 
1) Pertimbangan Yuridis 
 
Pertimbangan Pengadilan Negeri yang didasarkan kepada fakta-
fakta yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasi 
sebagai fakta yuridis sebagaimana telah dirumuskan dalam 
peraturan perundang-undangan dapat kita sebut sebagai 
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pertimbangan yuridis. Seperti halnya pertimbangan yang terdapat 
dalam Putusan No. 1686/Pid.B/2010/PN.Mks. 
 
2) Pertimbangan Non-yuridis 
 
Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan 
perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada 
diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-
































Dari uraian tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengancaman dan 
tanpa hak menguasai senjata tajam bahwa terdakwa tidak memenuhi 
unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 44 KUHP dan memenuhi unsur 
subjektif dari tindak pidana yakni Terdakwa mempunyai kemampuan 
bertanggung jawab dimana terdakwa tidak gila atau sedang menderita 
penyakit mental , mempunyai sifat kesalahan terhadap perbuatan yang 
dilakukannya, dan tidak memiliki sifat kesalahan terhadap perbuatan 
yang dilakukannya , dan tidak memiliki alasan pemaaf yang dapat 
menghilangkan kesalahan pada diri terdakwa, sehingga setelah 
memenuhi unsur objektif  (mencocoki rumusan delik ,melawan hukum 
,tidak alasan pembenar) maka dengan terpenuhinya unsur 
pertanggungjawaban pidana maka terdakwa dapat dipidana dengan 
ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Oleh Karenanya 
Terdakwa malanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) 
KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 
1951. 
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2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan menggunakan 
senjata tajam yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan 
Nomor: 1686/Pid.B/2010/PN.Mks yakni dengan melihat terpenuhi semua 
unsur-unsur pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam bentuk kumulatif 
yaitu dakwaan pertama kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 
ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 
1951 LN No.78 Tahun 1951dimana berdasarkan minimal 2 (dua) alat 
bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang 
meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. hukuman yang di 
jatuhkan kepada terdakwa sudah tepat, meski jauh dari tujuan 
pemidanaan yakni menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak 
melakukan kejahatan dan tidak menimbulkan efek jerah bagi pelakunya 
sendiri yang tentunya juga berkaitan pada peningkatan angka kriminalitas 
khususnya tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata 
tajam. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat yang dilakukan pelaku 
sangat membahayakan orang lain bahkan dapat menghilangkan nyawa 






Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang 
terkait dengan penelitian penulis antara lain : 
1. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara terlebih dahulu 
mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang 
yang melakukan tindak pidana. 
2. Diharapkan pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam 
menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat seperti 
memberikan penyuluhan hukum dilingkungan masyarakat sebagai upaya 
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